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ABSTRAK 

Maraknya pembajakan sebuah karya fotografi yang ada di dunia maya hal 

ini masuk kedalam Hak Cipta yang mana sudah merugikan hak moral dan hak 

ekonomi seorang pencipta karya. Pembajakan dalam hal in meliputi pencurian 

sebuah karya, memodifikasi suatu karya, dan penggandaan sebuah karya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian 

tentang permasalahan karya fotografi yang berada di dunia maya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan 

spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian 

menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka 

pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hak moral sangatlah penting 

untuk diperhatikan sebab hak moral sama saja artinya menghargai sebuah ciptaan 

seorang fotografer. Bukan hanya hak moral saja yang perlu diperhatikan tetapi hak 

ekonomi juga perlu diperhatikan sebab hak ekonomi sangatlah merugikan seorang 

fotografer, dikarenakan sebuah karya fotografer yang diambil oleh orang ataupun 

kelompok tidak dikenal dan dijadikan sebagai bahan promosi itu juga sangat 

merugikan penyelesaian sengketa pembajakan karya fotografi yang berada di dunia 

maya ini lebih menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi yang dimana 

seorang pembajak karya biasanya tidak mengetahui sumber dari karya foto tersebut, 

hal ini disebabkan karena dunia maya itu sangat lah luas semua bisa dilihat dan 

didapatkan dengan mudah dengan mengesave suatu karya. Maka dari itu 

permasalahan seperti ini diselesaikan melalui non litigasi dengan dibicarakan 

secara baik-baik tapa melalu jalur hukum. 

Kata     lkunci     l:     lpenyelesaian,     lpembajakan,     lkarya     lfotografi 
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ABSTRACT 

The rise of piracy of a photographic work in cyberspace is 

included in Copyright which has harmed the moral rights and economic 

rights of a creator of works. Piracy in this case includes stealing a work, 

modifying a work, and duplicating a work. This study aims to find out 

and analyze the efforts to solve the problems of photographic works in 

cyberspace. 

This research uses a juridical approach. normative with research 

specifications using descriptive-analysis. Research data sourcesusing 

secondary data in the form of primary legal materials. secondary legal 

material. and tertiary legal materials. Data collection techniques using 

literature on journals and books. The data analysis technique used in 

this study uses descriptive methods. 

The results of the study can be concluded that moral rights are 

very important to pay attention to because moral rights mean the same 

as respecting a photographer's creation. It is not only moral rights that 

need attention, but economic rights also need attention because 

economic rights are very detrimental to a photographer, because a 

photographer's work taken by an unknown person or group and used 

as promotional material is also very detrimental to resolving disputes 

over piracy of photographic works that are in cyberspace, it prefers to 

use non-litigation dispute resolution where a pirate usually does not 

know the source of the photo work, this is because cyberspace is very 

broad, everything can be seen and obtained easily by saving a work. 

Therefore, problems like this are resolved through non-litigation by 

discussing it properly without going through legal channels. 

Keywords:     lsettlement,     lpiracy,     lphotographic     lworks 
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Bab I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia     lmerupakan     lnegara     lyang     lmempunyai      lberagam     letnik,     lsuku,     lbangsa,     

lbudaya,     ldan     lagama     lserta     lkekayaa     lyang     lmelimpah     ldi     lbidang     lilmu     lpengetahuan,     lseni,     

ldan     lsastra.     lSebagai     lpotensi     lnegara     lini,     lsemua     litu     lmemerlukan     ladanya     lperlindungan     

lyang     lmemadai     lterhadap     lkekayaan     lintelektual     lkhususnya     lciptaan     ldan     lproduk     lhak     

lterkait     lyang     llahir     ldari     lkeragaman     ldan     lkekayaan     ltersebut.     lHak     lcipta     lmerupakan     

lsalah     lsatu     lbagian     ldari     lkekayaan     lintelektual     lyang     lmemiliki     lruang     llingkup     lobjek     

ldilindungi     lpaling     lluas     lkarena     lmencakup     lilmu     lpengetahuan,     lseni,     lsastra,     ldan     

lprogram     lkomputer.1 

Hak     lKekayaan     lIntelektual     lsecara     lumum     ldapat     ldigolongkan     lkedalam     ldua     

lkategori     lutama,     lyaitu     lHak     lCipta     ldan     lHak     lkekayaan     lIndustri.     lHak     lKekayaan     

lIntelektual     latau     lyang     lbiasa     ldisebut     lHKI     ladalah     lsuatu     lhak     lyang     ltimbul     lbagi     lhasil     

lpemikiran     lyang     lmenghasilkan     lsuatu     lproduk     lyang     lbermanfaat     lbagi     lmanusia.     lHKI     

ljuga     ldapat     ldiartikan     lsebagai     lhak     lbagi     lseseorang     lkarena     ltelah     lmembuat     lsesuatu     lyang     

lberguna     lbagi     lorang     llain.     lObjek     latau     lhal-hal     lyang     ldiatur     ldalam     lHKI     ladalah     lkarya-

karya     lyang     llahir     ldari     lkemampuan     lintelektual     ldaya     lpikir     lmanusia.     lHak     lKekayaan     

lIntelektual     ldikategorikan     lsebagai     lhak     latas     lkekayaan     lmengingat     lHKI     lpada     lakhirya     

lmenghasilkan     lkarya-karya     lintelektual     lberupa:     lpengetahuan,     lseni,     lsastra,     lteknologi     

                                                           
1     lTrias     lPalupi     lKurnianingrum,     lMateri     lBaru     ldalam     lUndang-Undang     lNomor     l28     

lTahun     l2014     lTentang     lHak     lCipta,     lNegara     lHukum,     l2015,     lVol     l6,     l     lNo.     l1,     

lhlm     l94. 
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ldimana     ldalam     lmewujudkannya     lmembutuhkan     lpengorbanan     ltenaga,     lwaktu,     lbiaya,     

ldan     lpikiran.2 

Hak     lcipta     lmerupakan     lsalah     lsatu     lbidang     lpenting     ldari     lHKI     l(Hak     lKekayaan     

lIntelektual)     lyang     lmengatur     lperlindungan     lberbagai      lragam     lkarya     lcipta     lseperti     lkarya     

ltulis,     ltermasuk     lilmu     lpengetahuan,     lkarya     lseni,     ldrama,     ltari,     llagu,     ldan     lfilm     latau     

lsenematografi.     lKarya-karya     ltersebut     ldiciptakan     loleh     lpenciptanya     lbaik     lsecara     

lsendiri     lmaupun     lorang     llain.3     lHak     lCipta     lmelindungi     lsemua     ljenis     lkarya     lseni     lyang     

lsalah     lsatunya     lyaitu     lfotografi.     lFotografi     lmengalami     lperkembangan     lyang     lbegitu     

lcepat     lterutama     ldi     lIndonesia.     l 

Karya fotografi dihasilkan dengan alat yang bernama kamera. Semua bisa 

dengan mudah menghasilkan karya fotografi karena gadged zaman sekarang sudah 

dibekali kamera, maka dari itu semua yang memiliki gadged dapat menghasilkan 

karya fotografi. Fotografi merupakan proses melukis cahaya dengan menggunakan 

media kamera yang memanfaatkan sumber cahaya. Orang yang membuat karya 

fotografi yaitu fotografer. Pada masa sekarang ini orang-orang dengan mudah 

menunjukan hasil karyanya lewat internet yang dimana internet dengan cepat 

memberikan informasi kesemua orang yang ada diseluruh dunia.  

Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi 

menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebar 

informasi dan komunikasi diseluruh dunia.4 Penggunaan internet sebagai media 

                                                           
2     lRooseno     lHarjowidigdo,     lMengenal     lHak     lCipta     lIndonesia,     lPustaka     lSinar     

lHarapan,     lJakarta,     l1997,     lhlm     l13 
3     lHenry     lSoelistyo,     lHak     lCipta     lTanpa     lHak     lMoral,     lRajawali     lPers,     lJakarta     

l2011,     lhlm     l11. 
4     lYusran     lIsnaini,     lHak     lCipta     ldan     lTantangannya     lDI     lEra     lCyber     lSpace,     

lGhalia     lIndonesia,     lBogor,     l2009,     lhlm     l1 
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informasi ini dengan mudah menyebarkan sebuah foto maupun artikel yang dapat 

diduplikat dan diperbanyak, hal ini dengan sangat mudah dipratekkan hanya 

menggunakan satu klik pada internet yang mana langsung tersebar. Hal ini tidak 

heran jika internet dinamakan sebagai lautan informasi yang memiliki banyak 

muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta. Kehadiran internet saat ini 

sebagai sebuah kemajuan globalisasi yang mana di dalamnya ada sisi positif dan 

sisi negatifnya. Dari sisi negatif yang dimaksud ini yang berkaitan dengan kejahatan 

didunia maya. Semakin majunya kehidupan masyarakat maka kejahatan juga ikut 

maju. 

Untuk     litu     ldiperlukan     lwadah     lyang     ldapat     lmendukung     ldan     lmelindungi     lide-ide     

lkreatif     ltersebut.     lDi     ltingkat     linternasional     lorganisasi     lyang     lmewadahi     lbidang     lHKI     

l(hak     lkekayaan     lintelektual)     lyaitu     lWIPO     l(World     lIntellectual     lProperty     

lOrganization).     lAspek     lteknis     ljuga     lmenjadi     lfaktor     lyang     lsangat     ldominan     ldalam     

lperlindungan     lHKI     l(Hak     lKekayaan     lIntelektual)     lPerkembangan      lteknologi     linformasi     

ldan     lteknologi     ldigital     lsaat     lini     ltelah     lmembuat     lmemungkinkan     linformasi     lmenyebar     

ldengan     lmudah     ldan     lcepat     lke     lseluruh     lpenjuru     ldunia.     lPelanggaran     latas     lkarya     lberhak     

lcipta,     ldalam     lhal     lini     lkarya     lseni     lfotografi,     ladalah     lhal     lyang     lbiasa     ldan     lkhususnya     

lberkaitan     ldengan      lkepemilikan     lhak.     lPadahal,      lstatus     lkepemilikan     lfoto     ltersebut     lsudah     

ljelas.     lDengan     lkata     llain,     lorang     lyang     lpertama     lkali     lmenciptakan     ldan     

lmempublikasikan     lkarya     ltersebut,     ldalam     lhal     lini     lfotografer.     lHukum     lbertujuan     luntuk     

lmelindungi     lkarya     lintelektual     lagar     lkreativitas     lmasyarakat     ldapat     lberkembang     

ldengan     lterus     lmenerus. 
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Maka     ldari     litu     lundang-undang     lhak     lcipta     lsecara     ltegas     lmengatur     ltentang     lhak-

hak     lyang     lmelekat     lkepada     lpencipta     lberkaitan     ldengan     lciptaannya     lseperti     lhak     luntuk     

lmemperbanyak     lsuatu     lkarya     lcipta,     lhak     luntuk     lmengumumkan     lkarya     lcipta     lkepada      

lpublik,     ldan     llain-lain.     lPengaturan     lini     lmembawa     lkonsekuensi     ltersendiri     

lsehinggaorang     llain     lyang     lsecara     lmelawan     lhukum     ldan     ltanpa     lhak     ldilarang     luntuk     

lmelaksanakan     lhak-hak     lyang     lboleh     ldinikmati     ldan     ldilksanakan     loleh     lpencipta     latau     

lpemegang     lhak     lcipta.     lPrinsip-prinsip     lini     lmerupakan     lprinsip-prinsip     lutama     lyang     

ldapat     ldiaplikasikan     lkedalam     llingkup     lpelanggaran     lhak     lcipta     ldi     ljaringan     linternet.5 

Undang-undang     lhak     lcipta     ljuga     lmengatur     lmengenai     lbatasan-batasan     ltertentu     

lyang     lmembebaskan      lseorang     ldari     lpelanggaran     lhak     lcipta.     lMisalnya,     lpengutipan     

ldianggap     lbukan     lpelanggaran     ljika     ldisebutkan     lsumbernya     lsecara     ljelas,     lpenggandaan      

lkarya     lcipta     ltertentu     luntuk     lkepentingan     lpendidikan     ljuga     ldianggap     lbukan     

lpelanggaran     loleh     lUndang-Undang     lhak     lcipta.6 

Pada     lpasal     l12     ldalam     lUndang-Undang     lNomor     l21     lTahun     l2014     ltentang     lHak     

lCipta,     lmengatur     ltentang     lciptaan     lyang     ldilindungi     lsalah     lsatunya     ladalah     lfotografi.     lDi     

ldalam     lPasal     l12     lmembahas     ltentang     lhak     lekonomi     latas     lpotret     l(karya     lfotografi     latas     

lpotret     lmanusia).     lKetentuan     lpidana     lyang     lterdapat     ldalam     lUndang-undang     lNomor     l28     

lTahun     l2014     lTentang     lHak     lCipta     ladalah     lpada     lPasal     l115     lbahwa     ldipidana     ldengan     

lpidana     ldenda     lpaling     lbanyak     lRp.     l500.000.000,00     l(lima     lratus     ljuta     lrupiah). 

Karya fotografi yang diupload pada dunia maya yang tertuju instagram, 

instagram disini karna situs ini yang memuat gambar dan video maka dari itu para 

                                                           
5     lTim     lLindsey,     lEddy     lDamian,     lSimon     lButt,     lTomi     lSuryo     lUtomo,     lHak     

lKekayaan     lIntelektual     lSuatu     lPengantar,     lP.T.     lAlumni,     lBandung,     l2002,     lhlm     l163. 
6     lIbid,     lhlm     l164 
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fotografer banyak yang mengunggah keinstagram hasil karyanya hal ini bertujuan 

agar karyanya dapat dilihat oleh banyak orang tapi yang ditakutkan fotonya itu 

dicuri orang. Nah disini karya cipta fotografi dalam instagram sudah diatur dalam 

pasal 40 ayat(1) huruf k UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dimana 

Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta jelas mengatakan, setiap karya cipta 

mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak moral itu melekat, 

tidak bisa dihapuskan, seseorang atau badan hukum tidak bisa begitu saja 

menggunakan karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Apalagi kemudian sengaja 

mengubah atau menghilangkan nama penciptanyan diganti dengan nama orang lain. 

Ketika     lseseorang     lmelakukan     lpengunduhan     lkarya     lfotografi     ltanpa     lijin     ldari     

lpemilik     lkarya,     lwalaupun     lhal     lini     lsudah     lsering     ldilakukan     lakan     ltetapi     ldari     lsisi     lhukum     

lakan     lada     lakibat     lhukumnya     ldan     lbahkan     lmenimbulkan     lsanksi.     lNegara     ltelah     

lmelindungi     lkarya     lcipta     lfotografi,     l     lmelalui     lpasal     l1365     ljo     l1367     lKUHPer,     lPasal     l25     

lUU     lNo     l19     lTahun     l2016     lTentang     lInformasi     lDan     lTransaksi     lElektronik,     lPasal     l40     layat      

l(1)     lhuruf     lk     ldan     lPasal     l59     lUU     lNo     l28     lTahun     l2014     lTentang     lHak     lCipta     ldan     lPeraturan     

lBersama     lMenteri      lHukum     ldan     lHAM     ldan     lMenteri     lKomunikasi     ldan     lInformatika     lNo     

l14     lTahun     l2015     ldan     lNo     l26     lTahun     l2015.     lAkibat     lhukum     lapabila     lseseorang     

lmelakukan     lpengunduhan      ltanpa     lijin     lmaka     lberdasarkan     lpasal     l113     lUU     lHak     lCipta,     

ldapat     ldipidana     lmaksimal     l4     ltahun     lpenjara     ldan     l/atau     ldenda     lmaksimal     l1     lMilyar,     

lberdasarkan     lPasal     l48     lUU     lITE     lpidana     lpenjara     l8-9     ltahun     ldan/atau     ldengan     l2M.7 

                                                           
7     lShabilla     lNur     lAisyah,     lAkibat     lHukum     lPengunduhan     lKarya     lCipta     lFotografi     

lDalam     lMedia     lSosial     lInstagram     lDan     lPerlindungannya,     lVol     l21,     l2020. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembajakan 

Karya Fotografi Di Dunia Maya” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan     luraian     llatar     lbelakang     ldiatas     lmaka     ldapat     ldibuat     lrumusan     lmasalah     

lsebagai     lberikut     l: 

1. Bagaimana     lpengaturan     lhak     lmoral     ldan     lhak     lekonomi     lterkait     lprivasi     lpencipta     

lterhadap     lpelanggar     lHak     lCipta     lkarya     lfotografi     ldi     ldunia     lmaya? 

2. Bagaimana     lpenyelesaian     ltentang   pembajakan   lkarya     lfotografi     ldi     ldunia     lmaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari     lrumusan     lmasalah     ldiatas     ltujuan     lyang     lingin     ldicapai     ldari     lpenelitian     lini     

ladalah     l: 

1. Untuk     lmengetahui     ldan     lmemahami     lhak     lmoral     ldan     lhak     lekonomi     lterkait     lprivasi     

lpencipta     lterhadap     lpelanggar     lhak     lcipta     lkarya     lfotografi     ldi     ldunia     lmaya. 

2. Untuk     lmengetahui     ldan     lmemahami     lpenyelesaian     lpembajakan     lkarya     lfotografi     

lyang     lberada     ldi     ldunia     lmaya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun     lpenelitian     lini     ldiharapkan     lberguna     lbaik     lsecara     lteoritis     lmaupun     lsecara     

lpraktis 

1. Secara     lteoritis 

Hasil     lPenelitian     lini     ldiharapkan     lmemberikan     ltambahan     linformasi     ldalam     

lsegi     lhukum     lkhususnya     lpada     lHak     lKekayaan     lIntelektual     lyang     lmembahas     lhak     

lcipta     lkarya     lfotografi     l     lyang     lberada     lpada     ldunia     lmaya     ldan     ldapat     lmemberikan     

lreferensi     luntuk     lpenelitian     lhukum     lberikutnya 

2. Secara     lpraktis 

a. Bagi     lAkademis 

Hasil     lpenelitian     lini     ldapat     lbermanfaat     lbagi     lpara     lpeminat     lhukum     

lperdata     ldan     lpraktisi     lhukum     lbisnis     ldalam     lmenganalisis     ltentang     

lpelanggaran     ldalam     lhak     lcipta     lterkait     lkarya     lfotografi     ldan     ldiharapkan     

lmenjadi     lmasukan     lbagi     lDirektorat     lJendral     lKekayaan     lIntelektual     l(DJKI)     

lagar     llebih     lmensosalisasikan     lhak     lcipta     lfotografi     lke     lkhalayak     lumum     ldan     

lDewan     lPers     lke     lseluruh     lmedia     lonline.     l 

b. Bagi     lMasyarakat 

Hasil     lpenelitian     lini     ldiharapkan     ldapat     ldigunakan     lsebagai     lacuan     

latau     lrujukan     lbagi     lpihak-pihak     lyang     lakan     lmelakukan     lpenelitian     llanjutan     

lserta     lberharap     ldapat     ldijadikan     llandasan     latau     lacuan     lbagi     lmasyarakat      

luntuk     ltidak     lmelakukan     lpelanggaran     lhukum     lterhadap     lhak     lcipta     

lkhususnya     lfotografi     lmelalui     linternet     ldan     lmematuhi     lsetiap     laturan     lyang     

lsudah     lditetapkan     lbaik     ldalam     lhukum     lIslam     lmaupun     lundang-undang. 
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E. Terminologi  

Terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peristilahan 

tentang kata-kata, dalam hal ini penulis akan menerangkan maksud kata demi kata 

yang akan banyak dibahas, antara lain : 

1. Sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, 

pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.8 

2. Pembajakan atau yang disebut piracy, adalah penyalinan atau penyebaran 

secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindingu undang-undang. Objek 

ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliaannya 

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.9 

3. Karya fotografi yakni sebuah kegiatan atau  proses  menghasilkan suatu seni 

gambar/foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan 

maksud dan tujuan tertentu. Fotografi merupakan salah satu bentuk karya seni 

dari seorang yang bernama fotografer, karya fotografi telah diatur dalam 

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.10 

4. Pengertian dunia maya (cyber space) adalah sebuah tempat dimana kita 

berada ketika kita mengarungi informasi global interaktif yang bernama 

                                                           
8     lPusat     lBahasa     lDepartemen     lPendidikan     lNasional,     lKamus     lBesar     lBahasa     

lIndonesia,     lBalai     lPustaka,     lJakarta,     l2007,     lhlm.     l1037. 
9     lNahrowi,     lPlagiat     ldan     lPembajakan     lKarya     lCipta     lDalam     lHak     lKekayaan     

lIntelektua,     lVol     l1,     lNo     l2,     l2014 
10     lSolehoddin,     lSolehoddin,     lPerlindungan     lHukum     lBagi     lKarya     lFotografi     lYang     

lDiunggah     lDi     lMedia     lSosial     lAtau     lJejaring     lInternet,     lJatiswara,     lVol     l6,     lNo     l2,     

l2020 
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internet. Istilah ini pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam 

sebuah novel fiksi ilmiahnya yang berjudul Neuromacer.11 

F. Metode Penelitian 

Metode     lmerupakan     lstrategi     lutama     ldalam     lmengumpulkan     ldata-data     lyang     

ldiperlukan     luntuk     lmenjawab     lpersoalan     lyang     ldihadapi.     lPada     ldasarnya     lsesuatu     lyang     

ldicari     ldalam     lpenelitian     lini     ltidak     llain     ladalah     l“pengetahuan”     latau     llebih     ltepatnya      

l“pengetahuan     lyang     lbenar”,     ldimana     lpengetahuan     lyang     lbenar     lini     lnantinya     ldapat     

ldipakai     luntuk     lmenjawab     lpertanyaan     latau     lketidaktahuan     ltertentu.12
     lUntuk     

lmempermudah     lmenyelesaikan     lpenyusunan     lskripsi     lini     lagar     ldapat     lmemenuhi     

lkriteria     lsebagai     ltulisan     lilmiah     ldiperlukan     ldata     lyang     lrelevan.     lMaka     lupaya     

lpengumpulan     ldata     lyang     ldiperlukan     litu,     lmaka     lditerapkan     lmetode     lpengumpulan     ldata     

lsebagai     lberikut     l: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum yuridis. Dalam pendekatan hukum yuridis yang dilakukan adalah 

mengkaji peraturan perundang-Undangan (statute approach), buku-buku, 

dan jurnal (library research) yang berhubungan dengan penelitian ini dan 

menggabungkan dengan unsur-unsur normatif. Penelitian hukum normatif 

adalah metode penelitian hukum yang diberlakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka. Tipe penelitian ini adalah penelitian 

                                                           
11     lAgus     lRaharjo,     lCyber     lCrime     l:     lpemahaman     ldan     lupaya     lpencegahan     lkejahatan     

lberteknologi,     lPT.     lCitra     lBakti,     lBandung,     l2002,     lhlm     l4 
12     lBambang     lSunggono,     lMetode     lPenelitian     lHukum,     lPT.     lRaja     lGrafindo     lPersada,     

lJakarta,     l1997,     lhlm.     l27-28 
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hukum perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.13 

2. Spesifikasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka 

penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode 

penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan atau data sekunder belakang.14 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan 

penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap 

hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan 

untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-

undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas 

hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.15 

3. Sumber Data 

Dalam     lpenelitian     lini     ljenis     ldata     lyang     ldigunakan     ladalah     ldata     lsekunder     

lyang     lmana     lartinya     ldata     lsebelumnya     ltelah     ldiolah     loleh     lorang     llain.     lData     

lsekunder     lini     lantara     llain     l:     ldokumen-dokumen     lresmi,     lbuku-buku,     lhasil-hasil     

lpenelitian     lyang     lberbentuk     llaporan,     lbuku     lharian,     lhasil     linterview,     ldan     llain-lain.     

                                                           
13     lBambang     lWaluyo,     lPenelitian     lHukum     ldalam     lPraktek,     lCet.     lIV,     lSinar     

lGrafika,     lJakarta,     l2008,     lhlm     l9 
14     lSoerjono     lSoekanto     ldan     lSri     lMahmudji,     lPenelitian     lHukum     lNormatif,     lSuatu     

lTinjauan     lSingkat,     lRaja     lGrafindo     lPersada,     lJakarta,     l2003,     lhlm     l13 
15     lBambang     lSunggono,     lMetodologi     lPenelitian     lHukum,     lRaja     lGrafindo     lPersada,     

lJakarta,     l2003,     lhlm     l27-28 
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lData     lsekunder     lini     lmeliputi     lbahan     lhukum     lprimer,     lbahan     lhukum     lsekunder,     ldan     

lbahan     lhukum     ltersier     l: 

a. Bahan     lHukum     lPrimer 

Bahan     lhukum     lprimer     lmerupakan     lbahan     lhukum     lyang     lberifat      

lautotiratif     lartinya     lmempunyai      lotoritas,     lyaitu     lmerupakan     lhasil     ldari     

ltindakan     latau     lkegiatan     lyang     ldilakukan     loleh     llembaga     lyang     

lberwenang.16
     lBahan     lhukum     lprimer     lmeliputi     lperundang-undangan,     

lcatatan-catatan     lresmi     latau     lrisalah     ldalam     lpembuatan     lperundang-

undangan,     ldan     lputusan-putusan     lhakim.     lNah     ldalam     lpenelitian     lini     

lyang     ltermasuk     ldalam     lbahan     lhukum     lprimer     lyaitu     l: 

1) Undang-Undang     lDasar     lNegara     lRepublik     lIndonesia     lTahun     

l1945 

2) Undang-undang     lRepublik     lIndonesia     lNomor     l28     lTahun     l2014     

lTentang     lHak     lCipta 

3) Undang-Undang     lRepublik     lIndonesia     lNomor     l40     lTahun     l1999     

lTentang     lPers 

4) Undang-Undang     lNomor     l11     lTahun     l2008     lTentang     lInformasi     

ldan     lTransaksi     lElektronik 

5) Undang-Undang     lNomor     l19     lTahun     l2016     lTentang     lPerubahan     

lUndang-Undang     lInformasi     ldan     lTransaksi     lElektronik 

                                                           
16     lPeter     lMahmud     lMarzuki,     lPenelitian     lHukum,     lKencana     lPrenada,     lJakarta,     l2005,     

lhlm     l140 
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6) Peraturan     lMenteri     lKomunikasi     lDan     lInformatika     lRepublik     

lIndonesia     lNomor     l20     lTahun     l2016     lTentang     lPerlindungan      

lData     lPribadi     lDalam     lSistem     lElektronik 

b. Bahan     lHukum     lSekunder 

Bahan     lhukum     lsekunder     lyaitu     lbahan     lyang     ltidak     lmempunyai      

lkekuatan     lmengikat     ltetapi     lmembahas     latau     lmenjelaskan     ltopik     lterkait     

ldengan     lpenelitian     lberupa     l: 

1) Buku-buku     lilmiah     ltetang     lhukum     lyang     lakan     ldibahas     

lpenelitian     ldiatas. 

2) Jurnal-jurnal     lhukum     lyang     lberkaitan     ldengan     lpenelitian     ldiatas. 

3) Makalah     lhukum     lyang     lberkaitan     ldengan     lpenelitian     ldiatas. 

4) Artikel     lhukum     latau     lkarya     ltulis     lhukum     lyang     lberkaitan     ldengan     

lpenelitian     ldiatas. 

5) Situs     linternet     lyang     lresmi     lyang     lbisa     lmenjadi     lbahan     ldalam     

lpenelitian     ltersebut. 

c. Bahan     lHukum     lTersier 

Bahan     lhukum     ltersier     ladalah     lbahan     lhukum     lyang     lmemberikan     

lpenjelasan     lterhadap     lbahan     lhukum     lprimer     ldan     lbahan     lhukum     

lsekunder     lseperti     lkamus     lhukum,     lKBBI,     ldan     llain-lain. 
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4. Metode     lPengumpulan     ldata 

Dalam     lusaha     lpengumpulan     ldata     lpenelitian     lini     lada     lbeberapa     lteknik     lyang     

ldigunakan,     lyaitu     l: 

a. Penelitian     lkeperpustakaan 

Untuk     lmengumpulkan     ldata     lyang     lberhubungan     ldengan      lpenelitian     

ljudul     lskripsi     lyang     lsaya     lambil     ldan     lagar     lpermasalahan     lyang     lada     ldapat     

lterbantu     ldalam     lpengerjaannya     lmaka     lpenelitian     lperpustakaan     ldapat     

ldiperoleh     ldari     lperpustakaan     lFakultas     lHukum     lUniversitas     lIslam     

lSultan     lAgung,     ldan     ljuga     lperpustakaan     lpusat     lkampus     lUniversitas     lIslam     

lSultan     lAgung     lSemarang 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi     ladalah     lsejumlah     lfakta     ldan     ldata     ltersimpan     ldalam     lbahan     

lyang     lberbentuk     ldokumentasi.     lSebagai     lbesar     ldata     lyang     ltersedia     lyaitu     

lberbentuk     lsurat,     lcatatan,     llaporan,     ldan     lfoto.17
     lDalam     ldokumentasi     lini     

lbisa     ldigunakan     luntuk     lmemperoleh     ldokumen-dokumen     lyang     lterkait     

ldengan     lpelanggaran     lkarya     lfotografi. 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Pada     lbagian     lini     luntuk     lmemberikan     lsebuah     lgambaran     lmenyeluruh     ldari     

lpenelitian     lhukum     lini,     lmaka     lpenelitian     lini     ldibagi     lmenjadi     l4     lbab     ldan     ldidalam     ltiap-

tiap     lbab     lmemberikan     lpembahasan     lyang     lsudah     ldisesuaikan     lruang     llingkupnya     

lmasing-masing.     lMaka     lskripsi     lini     ldisusun     ldengan     lsistematika     lsebagai     lberikut     l: 

                                                           
17     lIbid. 
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BAB     lI : PENDAHULUAN 

Penelitian     lini     lberisi     lPendahuluan     ldan     lDalam     lbab     lini     lpenulis     

lmenguraikan     ltentang     lLatar     lBelakang,     lRumusan     lMasalah,     lTujuan     

lPenelitian,     lManfaat     lPenelitian,     lTerminologi,     lMetode     lPenelitian      

lyang     lberisi     l(Metode     lPendekatan,     lSpesifikasi     lPenelitian,     lSumber     

lData,     lMetode     lPengumpulan     lData),     lSistematika     lPenulisan     ldan     

lJadwal     lPenelitian 

BAB     lII : TINJAUAN     lPUSTAKA 

Dalam bab ini penulis. membahas lebih dalam mengenai Hak Cipta 

menurut Hak Kekayaan Intelektual, terdiri pengertian dan 

kedudukan hak cipta, pembatasan hak cipta, mekanisme pencatatan 

hak cipta, jangka waktu hak cipta. Berikutnya membahas tentang 

tinjauan umum fotografi yang terdiri dari fotografi komersial dan 

fotografi non komersial, perbedaan antara potret dan fotografi. 

Selanjutnya membahas mengenai hak cipta menurut fatwa MUI.l 

BAB     lIII  : PEMBAHASAN 

Dalam     lbab     lini     lpenulis     lmembahas     ltentang     lhasil     lpenelitiannya     lyaitu     

lbagaimana     lpengaturan     lterkait     lhak     lmoral     ldan     lhak     lekonomi     lterkait     

lprivasi     lpencipta     lkarya     lfotografi     ldan     lbagaimana     lpenyelesaian     

ltentang     lsengketa pembajakan lkarya     lfotografi     lyang     lberada     ldi     ldunia     

lmaya. 
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BAB     lIV :     lPENUTUPAN 

Bagian     lpenutupan     lmerupakan     lbagian     lakhir     ldalam     lpenelitian     

lhukum     lyang     lberisi     lkesimpulan     ldan     lsaran     lyang     ldidapat     ldari     lhasil     

lpenelitian     ldan     lpembahasan     lyang     ltelah     ldiuraikan     ldalam     lbab-bab     

ldiatas. 
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Bab II 

Tinjauan Pustaka 

A. Hak Cipta menurut Hak Kekayaan Intelektual 

1. Pengertian dan kedudukan hak cipta 

Hak     lcipta     lmerupakan     lsalah     lsatu     lbagian     ldiantara     lbeberapa     lcabang     

ldari     lHak     lKekayaan     lIntelektual     l(Intellectual     lProperty     lRights).     lIstilah     lhak     

lcipta     lyang     ldikenal     ladalah     lhak     lpengarang     lsesuai     ldengan     lterjemahan     lharfiah     

lbahasa     lBelanda,     lAuteursrecht.     lBaru     lpada     lKongres     lKebudayaan     lIndonesia     

lke-2,     lOktober     l1951     ldi     lBandung,     lpenggunaan     listilah     lhak     lpengarang     

ldipersoalkan     lkarena     ldipandang     lmenyempitkan     lpengertian     lhak     lcipta.18
     lHak     

lCipta     ladalah     lhak     leksklusif     lPencipta     latau     lPemegang     lHak     lCipta     luntuk     

lmengatur     lpenggunaan     lhasil     lpenuangan     lgagasan     latau     linformasi     ltertentu.     lDi     

lInggris,     lpenggunaan     listilah     lcopyright     ldikembangkan     luntuk     lmelindungi     

lpenerbit,     lbukan     luntuk     lmelindungi     lsi     lpencipta,     ldengan     lperkembangan      

lhukum     ldan     lteknologi     lperlindungan     ljuga     ldiberikan     lkepada     lpencipta,     ldan     

lcakupan     lhak     lcipta     ldiperluas,     ltidak     lhanya     lbuku,     ltetapi     lkarya     lcipta     llainnya.19 

Dalam     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     lTentang     lHak     lCipta,     

lpengertian     lhak     lcipta     ladalah     lhak     leksklusif     lpencipta     lyang     ltimbul     lsecara     

lotomatis     lberdasarkan     lprinsip     ldeklaratif     lsetelah     lsuatu     lciptaan     ldiwujudkan     

ldalam     lbentuk     lnyata     ltanpa     lmengurangi     lpembatasan     lsesuai     ldengan     lketentuan     

                                                           
18     lEddy     lDamian,     lHukum     lHak     lCipta,     lAlumni,     lBandung,     l2009,     lhlm     l111. 
19     lEndang     lPurwaningsih,     lPerkembangan     lHukum     lIntellectual     lProperty     lRights,     

lGhalia     lIndonesia,     l     lBogor,     lhlm     l1. 
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lperaturan     lperundang-undangan.     lPencipta     lialah     lseorang     latau     lbeberapa     

lorang.     lsecara     lsendiri-sendiri     latau     lbersama-sama     lmenghasilkan     lsuatu     

lciptaan     lyang     lbersifat     lkhas     ldan     lpribadi.      lCiptaan     lialah     lsetiap     lhasil     lkarya     lcipta     

ldi     lbidang     lilmu     lpengetahuan,     lseni     ldan     lsastra     lyang     ldihasilkan     latas     linspirasi,     

lkemampuan,     lpikiran,     limajinasi,     lkecekatan,     lketerampilan     latau     lkeahlian     lyang     

ldiekspresikan     ldalam     lbentuk     lnyata.     l 

Pada     lumumnya     ldalam     lhak     lcipta     lterkandung     lhak     lekonomi     l(economic     

lright)     ldan     lhak     lmoral     l(moral     lright)     ldari     lpemegang     lhak     lcipta.     lHak     lekonomi      

ladalah     lhak     luntuk     lmemperoleh     lkeuntungan     lekonomi     latas     lhak     lcipta.     lHak     

lekonomi     lini     lberupa     lkeuntungan     lsejumlah     luang     lyang     ldiperoleh     lkarena     

lpenggunaan     lhak     lciptanya     ltersebut     loleh     ldirinya     lsendiri,     latau     lkarena     

ldigunakan     loleh     lpihak     llain     lberdasarkan     llisensi     lyang     ldiberikan.     lSelanjutnya     

lyang     ldimaksud     ldengan     lhak     lcipta     lmengandung     lhak     lmoral     ladalah     lhak     lyang     

lmelindungi     lkepentingan     lpribadi     latau     lreputasi     lpenemu     latau     lpencipta.      l 

Di     lsamping     litu,     lberbicara     lmengenai     lmasalah     lsifat     ldasar     lhak     lcipta     

lmaka     lperlu     ldiketahui     lbahwa     lpada     ldasarnya     lhak     lcipta     lini     lmerupakan      lhak     

lmutlak     latas     lsuatu     lbenda     latau     lbiasa     ldisebut     lsebagai     lhak     lkebendaan     ldalam     

lkondisi     lyang     ltidak     lberwujud     l(intangible     lright)     ldan     lsangat     lpribadi,      lsehingga     

lorang     llain     lyang     lakan     lmenggunakannya     lwajib     lmendapatkan     lizin     latau     

llisensi.20 

 

                                                           
20     lArif     lLutviansori,     lHak     lCipta     ldan     lPerlindungan     lFoklor     lDi     lIndonesia,     l     

lGraha     lIlmu,     lYogyakarta,     l2010,     lhlm.     l71. 
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2. Pembatasan Hak Cipta 

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit 

dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta sudah disinggung. Selengkapnya ketentuan ini merinci 

beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni: (a) buku, 

pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 

tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat 

peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, 

koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala 

bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,atau 

kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni 

motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, 

saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan 

karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, 

transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi 

Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program 

Komputer maupun media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional 

selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video; dan 

Program Komputer.  

Hasil     lkarya     lyang     ltidak     ldilindungi     lhak     lcipta     lmeliputi:     l(Pasal     l41     layat      

l(2)     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     lHak     lCipta)     l 

a. Hasil     lkarya     lyang     lbelum     ldiwujudkan     ldalam     lbentuk     lnyata;     l 
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b. Setiap     lide,     lprosedur,     lsistem,     lmetode,     lkonsep,     lprinsip,     ltemuan     latau     ldata     

lwalaupun     ltelah     ldiungkapkan,     ldinyatakan,     ldigambarkan,     ldijelaskan,     

latau     ldigabungkan     ldalam     lsebuah     lciptaan;     ldan     l 

c. Alat,     lbenda,     latau     lproduk     lyang     ldiciptakan     lhanya     luntuk     lmenyelesaikan     

lmasalah     lteknis     latau     lyang     lbentuknya     lhanya     lditujukan     luntuk     lkebutuhan     

lfungsional. 

Ada pun hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka 

lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau 

pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan 

kitab suci atau simbol keagamaan (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan 

sebagai ciptaan adalah: Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

satra, Ciptaan yang tidak orisinil, Ciptaan yang bersifat abstrak, Ciptaan 

yang sudah merupakan milik umum, Ciptaan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta. 

3. Mekanisme Pencatatan Hak Cipta 

Secara     lpraktik     luntuk     lmenghindari     lberbagai     lmacam     lmasalah     lhukum     

lseperti     lsengketa     lmaka     lada     lbaiknya     lseorang     lpencipta     lmendaftarkan      lkarya     

lciptaanya.     lPendaftaran     lhak     lcipta     lyang     lkini     ltelah     ldiubah     listilahnya     lmenjadi     

lPencatatan,     ldapat     ldilakukan     lmelalui     lbeberapa     lalternatif,     lyaitu     l:     lSecara     

llangsung     lkepada     lDirektorat     lHak     lCipta     ldan     lDesain     lIndustri,     lDirektorat     

lJenderal     lKekayaan     lIntelektual,     lKementerian     lHukum     ldan     lHAM     ldi     lJl.     lH.R.     
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lRasuna     lSaid     lKav.     l8-9,     lJakarta     lSelatan     l12940,     lmelalui     lKantor     lWilayah     

lKementerian     lHukum     ldan     lHAM     lRepublik     lIndonesia     ldi     lseluruh     lIndonesia     

ldan     lmelalui     lkonsultan     lhak     lkekayaan     lintelektual.     l 

Pencatatan     ldapat     ldilakukan     ldengan     lmelalui     lpermohonan.     lMenurut     lPasal      

l67     lUUHC     lDalam     lhal     lPermohonan     ldiajukan     loleh     lbeberapa     lorang     lyang     

lsecara     lbersama-sama     lyang     lhak     latas     lsuatu     lciptaan     latau     lproduk     lhak     lterkait.     

lPermohonan     ldilampiri     lketerangan     ltertulis     lyang     lmembuktikan     lhak     ltersebut     

ldan     lbadan     lhukum,     lpermohonan     ldilampiri     lsalinan     lresmi     lakta     lpendirian     

lbadan     lhukum     lyang     ltelah     ldisahkan     loleh     lpejabat     lberwenang. 

Berikut     lbagaimana     ltata     lcara     lpendaftaran     lhak     lcipta     lberdasarkan     lPasal     l66     

lUUHC     lyaitu     lPencatatan     lciptaan     ldan     lproduk     lhak     lterkait     ldiajukan     ldengan     

lpermohonan     lsecara     ltertulis     ldalam     lbahasa     lindonesia     loleh     lPencipta,     

lPemegang     lHak     lCipta,     lpemilik     lHak     lTerkait,     latau     lKuasanya     lkepada     lMenteri.     

lPermohonan     lsebagaimana     ldimaksud     ldilakukan     lsecara     lelektronik     ldan/atau     

lnon     lelektronik     ldengan     lmenyertakan     lcontoh     lciptaan,     lproduk     lhak     lterkait,     

latau     lpenggantinya     lmelampirkan     lsurat     lpernyataan      lkepemilikan     lCiptaan     ldan     

lHak     lTerkait     ldan     lmembayar     lbiaya.     lHal     lpemeriksaaan     ldalam     lpendaftaran     lhak     

lcipta     ldilakukan     loleh     lmenteri.     l 

Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam 

27 waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan. Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak 

cipta fotografi perorangan yang dilakukan secara langsung kepada 



21 
 

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM: mengisi formulir pencatatan 

lalu melampirkan contoh ciptaan berupa selembar foto atau beberapa lembar 

foto yang akan didaftarkan hak ciptanya, selanjutnya melampirkan 

dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan bukti kewarganegaraan, 

surat kuasa khusus apabila melalui kuasa, surat pernyataan kepemilikan hak 

cipta setelah itu, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- 

(Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan 

Tarif atas Hebus Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia).21 

4. Jangka Waktu Hak Cipta 

Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya 

memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa perlindungan ini diberikan 

untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya 

intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat ditindak atas 

pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut. 

Dalam hal ini hak moral tak bisa dialihkan kepada orang lain. 

Sedangkan untuk Hak Ekonomi khususnya bagi karya cipta fotografi, sudah 

diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Pelindungan Hak 

Cipta atas Ciptaan Karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan 

                                                           
21     lDepartemen     lKehakiman     lR.I     lDirektorat     lJendral     lHak     lCipta,     lPaten     ldan     

lMerek,     lBuku     lPanduan     ldi     lBidang     lHak     lCipta,     lPengayoman,     lJakarta,     l1993,     

lhlm.     l17. 
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video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, 

saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan 

karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, 

transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan 

atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer 

atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama 

kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, Berlaku selama 50 (lima 

puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan Hak 

Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh 

lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. 

B. Tentang Fotografi 

Fotografi     lmerupakan     lproses     lmelukis     ldengan     lmerekam     lpantulan     lcahaya      

lyang     lditangkap     lmelalui     lalat     lyang     lbernama     lkamera.     lAda     lbeberapa     ljenis-jenis     

lfotografi     ldiantaranya     l: 

1. Fotografi     lKomersial     ldan     lFotografi     lNon     lKomersial 

Fotografi     lKomersial     lmerupakan     lfoto     lyang     lmempunyai      lnilai     ljual     ldan     

lfotografi     lyang     ldibuat     lberdasarkan     ltujuan     lkomersil     lseperti     liklan     lproduk,     

lposter,     ldan     llain     llain     lyang     lakan     lmendapatkan     lbayaran     ldari     lperusahaan     lyang     

lmenyewa     ljasa     ltersebut.     lDalam     lfotografi     lkomersial     lbiasanya     lakan     ldibantu     

loleh     lpengarah     lstyle     ldari     lperusahaan,     lsebagai     lfotografer     ljuga     lharus     lbisa     

lberkomunikasi     ldengan     lbaik     ldengan     lpengarah     lstyle     lagar     lmencapai     lkonsep     

lyang     ldimaksud     ldengan     lbaik     ldan     lsesuai     ldengan     lkeinginan     lyang     ldituju     
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lFotografi     lkomersial     litu     lbiasanya     lmeliputi     l:     lFashion,     lStill     lLife     lfotografi,     

lfood     lfotografi,     lfoto     lproduk,     larsitektural     ldan     lPotret     ldan     lWedding     lfotografi.22 

Suatu     lkegiatan     lyang     ldilakukan     loleh     lorang     lbak     lpribadi     latau     lBadan     

lyang     lbertujuan     luntuk     lmendaparkan     lsuatu     lkeuntungan,     lbaik     lsecara     llangsung     

lataupun     ltidak     llangsung.     lPada     lfotografi     lkomersial,     lstruktur     lpasarnya     ldapat     

ldilihat     ldari     lvariasi     lstrategi     lbisnisnya     lyang     ldapat     ldibagi     lmenjadi     l3     lyaitu     l(1)     

llow     lvolume     lhigh     lprice,     lpara     lpemainnya     lrelatif     llebih     lsedikit     ldan     leksklusif     

lkarena     lharga     lyang     lditawarkan     lmemang     lcukup     ltinggi.     lTingginya     lharga     lyang     

lditawarkan     lbiasanya     lkarena     lpemain     ldi     lkelas     lini     ltelah     lmemiliki     lreputasi     lbaik     

lyang     lcukup     llama,     ldan     lmemiliki     ldiferensiasi     lteknik     latau     lproduk     l(dalam     

lbentuk     lhasil     lfoto     lataupun     ljasa)     lyang     lsulit     ldisaingi     lpara     lpemain     llain.     lHarga     

lyang     lditawarkan     ldi     lkelas     lini     lberkisar     ldi     latas     l50     ljuta     lrupiah.     lBahkan     lsaat     lini     

lada     lyang     lmenawarkan     lharga     lpaket     lfotografi     lperkawinan     lhingga     lratusan     ljuta     

lrupiah.     l(2)     lmid     lvolume     lmid     lprice,     lpemainnya     lrelatif     llebih     lbanyak      ldaripada     

lpasar     llow     lvolume     lhigh     lprice,     lnamun     ltidak     lsebanyak     lhigh     lvolume     llow     lprice.     

lHarga     lmenengah     lini     ldikarenakan     lreputasi     lyang     ldimiliki     lbisnis     lfotografi     

ltersebut     lbelum     llama     latau     ldiferensiasi     lproduknya     ltidak     lterlalu     lunik.     lHarga     

lyang     lditawarkan     lpada     lpasar     lmenengah     lini     lberkisar     lantara     lbelasan     lhingga     

lpuluhan     ljuta     lrupiah     ldan     l(3)     lhigh     lvolume     llow     lprice,     lpemain     lpada     lpasar     lhigh     

lvolume     llow     lprice     lbiasanya     ldiisi     lpara     lpemain     lbaru     ldan     lpemain     llama     lyang     

lmemang     lmenyasar     lpada     lpasar     lyang     lbesar.     lPara     lpemain     lbaru     lini     lbiasanya     

                                                           
22     l“     lCommercial     lPhotography’,     lJenis     lDari     lFotografi     lKomersia     l,     

lhttps://www.soocaphoto.com/ccommercial-photography-jenis-dari-fotografi-komersial/     ldiakses     

ltanggal     l13     lnovember     l2022     lpkl.     l10.45. 
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ldidominasi     lfotografer     lyang     lmulai     lberalih     ldari     lfotografi     lamatir     lke     lfotografi     

lprofesional.     lFotografi     lyang     ltadinya     lhanya     lsebagai     lhobi     lkemudian     

ldikembangkan     lmenjadi     lsumber     lpenghasilan.     lDalam     ltahap     lini,     ltentunya     

lfotografer     lmasih     ldalam     lusaha     lmembangun     lreputasinya. 

Ketiga     ljenis     lbisnis     lfotografi     ltersebut     ldapat     lsecara     lgamblang     

lmemperlihatkan     lstruktur     lpasar     ldi     ldalam     lruang     llingkup     lfotografi     lkomersial.     

lTerlihat     lbahwa     lsemakin     lrendah     lvolumenya,     lmaka     lsemakin     lrendah     lpula     

lpersaingannya.     lStrategi     lbisnis     ltersebut     ldapat     ldilakukan     lbidang     lfotografi     

lmana     lpun     lseperti     ljasa     lfotografi     lperkawinan,     lfotografi     lproduk     lkomersial,     

lfotografi     levent,     latau     ljasa     lstudio     lfoto.     lDi     lpasar     lini     lterjadi     lpersaingan     

lsempurna     lkarena     ljumlah     lpemain     ldan     ljuga     lpermintaannya     lsangat     lbanyak,     

ltetapi     lbisa     ldiliat     lpersaingan     lterbanyak     lada     ldi     lfotografi     lperkawinan. 

Fotografi     lnon     lkomersial     ladalah     lsuatu     ltindakan     lfotografi     lyang     ltidak     

ltertuju     luntuk     lmendapatkan     lsebuah     lkeuntungan.     lFotografi     lnon     lkomersial     lini     

llebih     ltertuju     luntuk     lhobi,     ldisimpan     luntuk     lpribadi     lataupun     ldigunakan     luntuk     

lpembelajaran     ldalam     lfotografi.     l     lFotografi     lnon     lkomersial     lmemiliki     lmanfaat     

lyang     lbesar     lcontohnya     lmemfoto     lsebuah     lobjek     lwisata     ldan     lmengunggah      

lkedunia     lmaya     lmaka     lsecara     lotomatis     lmemberikan     lsebuah     lkomunikasi     

lkemasyarakat     lluas     lbentuk     lsebuah     lbangunan     ltempat     lwisata     lyang     ldifoto     litu     

lbagus     lyang     lmemberikan     ldaya     lpikat     lpengunjung     luntuk     ldatang     lketempat     

lwisata     ltersebut. 
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2. Perbedaan antara potret dan fotografi 

Potret adalah lukisan, foto, patung ataupun karya seni yang 

memperlihatkan suatu wajah ataupun ekspresi merupakan hal yang utama. 

Dimaksudkan untuk menampilkan personalitas, dan juga kadang perasaan 

seseorang. Untuk alasan tersebut, maka potret pada umumnya bukanlah foto 

spontan (snapshot), namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan 

dipersiapkan. Sebuah potret seringkali menampilkan seseorang yang 

melihat langsung ke pelukis atau fotografer, dengan tujuan yang berkaitan 

antara subyek dengan yang melihat potret tersebut.  

Potret     lterdiri     ldari     lenvironmental     lportrait     ldan     lclose-up/headshot.     

lEnvironmental     lportrait     lyaitu     lpotret     lyang     lmerekam     llingkungan     lhidup     

lsubjek,     lsedangkan     lclose-up/     lheadshot     ladalah     lpotret     lyang     lhanya     lwajah     lsaja.     

lSelain     litu     lterkait     lsubjek     lyang     lada     ldalam     lpotret     ljuga     lterdiri     ldari     lpotret     lyang     

llebih     ldari     lsatu     lorang     ldan     lpotret     ldiri.     l 

Menurut     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     lHak     lCipta     

lPasal     l1     layat      l10     lPotret     ladalah     lkarya     lfotografi     ldengan     lobjek     lmanusia,     lhal     lini      

lmenandakan     lbahwa     ldefinisi     lpotret     lmenurut     lUndang-Undang     lHak     lCipta     

lmerupakan     lkarya     lfotografi     ldengan     lsubjek     ldidalamnya     lberupa     lwajah     

lmanusia.     lOleh     lkarena     litu,     lapabila     lfoto     latau     lpotret     lmilik     lkita,     lyang     

ldigunakan     loleh     lorang     llain     ltanpa     lseizin     lpemilik,     lsehingga     lmembawa     

lmanfaat     lekonomi     lbagi     lorang     llain,     ldapat     ldiartikan     lorang     ltersebut     ltelah     

lmerugikan     lkita     lsebagai      lpemegang     lhak     leksklusif     lpencipta     latau     lpemegang     

lhak     lcipta,     lhal     lini     lsesuai     ldengan     lPasal     l12     lUU     lHak     lCipta     lyang     lberbunyi: 
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(1) Setiap     lOrang     ldilarang     lmelakukan     lPenggunaan     lSecara     

lKomersial,     lPenggandaan,     lPengumuman,     lPendistribusian,     

ldan/atau     lKomunikasi     latas     lPotret     lyang     ldibuatnya     lguna     

lkepentingan     lreklame     latau     lperiklanan     lsecara     lkomersial     ltanpa     

lpersetujuan     ltertulis     ldari     lorang     lyang     ldipotret     latau     lahli     lwarisnya.     l 

(2) Penggunaan     lSecara     lKomersial,     lPenggandaan,     lPengumuman,      

lPendistribusian,     ldan/atau     lKomunikasi     lPotret     lsebagaimana     

ldimaksud     lpada     layat     l(1)     lyang     lmemuat     lPotret     l2     l(dua)     lorang     latau     

llebih,     lwajib     lmeminta     lpersetujuan     ldari     lorang     lyang     lada     ldalam     

lPotret     latau     lahli     lwarisnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menyatakan bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang 

dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan 

sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, 

maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret 

dalam bentuk foto hasil karya fotografi.  

Karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi 

menurut Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Yang dimaksud dengan "karya 

fotografi" sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur 

keindahan atau intisari dari kreativitas meliputi semua foto yang dihasilkan 

dengan menggunakan kamera. Perlindungannya berlaku selama 50 (lima 
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puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.23 Karya fotografi 

merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. 

Dalam fotografi terdapat tujuan dan hakekat yaitu adalah komunikasi. Suatu 

karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam 

penampilan subjeknya digunakan sebagai medium pemyampaian pesan atau 

merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin 

suatu kontak pemahaman makna.24 

Fotografi     lsebagai     lmedium     lsalah     lsatu     lcontohnya     ladalah     lsebagai      

lmedia     linformasi     ldan     lmedia     lberkespresi.     lFotografi     lsebagai     lmedia     linformasi     

lmaka     lmemiliki     lhubungan     ldengan     ldunia     ljurnalistik,     lkarena     lmedia     linformasi     

lsaat     lsekarang     lini     lselalu     lmenyertakan      lfoto     ldalam     lsetiap     lpemberitaannya,      

ldiantaranya     lseperti     lsurat     lkabar     latau     lkoran.     lKarya     lfotografi     ldalam     ldunia     

ljurnalistik     lmemiliki     lnilai     ltersendiri,     lyaitu     lsebagai     ldaya     ltarik     lbagi     lpara     

lpembaca     lsebelum     lmembaca     lberita,     lmaka     lsifatnya     ldalam     lsebuah     lberita     

lfotografi     ladalah     lsebagai     lpenunjang.     lMelalui     lfotografi     ljuga     lmampu     

lmemberikan     linformasi     lsecara     lsingkat     lpada     lpembaca,     lhanya     lmelalui     lsebuah     

lfoto     lmaka     lpara     lpembaca     lmengerti     lmaksud     linformasi     lyang     lhendak     

ldisampaikan     ltanpa     lperlu     lmenggunakan     lbanyak     lkalimat     luntuk     lmenjelaskan. 

                                                           
23     l“Risa     lAmrikasari’,     lPembubuhan     lWatermark     ldalam     lKarya     lFotografi     lsebagai     

lIdentitas     lPencipta     l,     

lhttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58d1ab9b36fbe/pembubuhan-iwatermark-i-dalam-

karya-fotografi-sebagai-identitas-penciptaada     ldiakses     ltanggal     l14     lnovember     l2022     lpkl.     

l11.32. 
24     lSoeprapto     lSoedjono,     lTinjauan     lYuridis     lPerbanyakan     lPotret     lTanpa     lSeizin     lPihak     

lyang     lDipotret,     lUniversitas     lTrisakti,     lJakarta,     l2007,     lhlm.     l13. 
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Apabila     lpotret     lterdiri     ldari     lenvironmental     lportrait     ldan     lclose-up/     

lheadshot,     lserta     lpotret     lyang     llebih     ldari     lsatu     lorang     ldan     lpotret     ldiri,     lfotografi     

lterdiri     ldari     lbeberapa     ljenis     ldiantaranya     lyaitu     l: 

a. Fotografi     ljurnalistik 

Fotografi     ljurnalistik     ladalah     lfotografi     lyang     lbergerak     lpada     lbidang     

linformasi     lyang     lmemiliki     lunsur     lberita. 

b. Wedding     lfotografi 

Wedding     lfotografi     ladalah     lfotografi     lkomersial     lyang     lbergerak     

luntuk     lmendokumentasikan     lmomen-momen     lpernikahan. 

c. Sport     lfotografi 

Sport     lfotografi     ladalah     lfotografi     lyang     lfokus     ldengan     

lmengabadikan     lmomen-momen     lacara     lolahraga. 

d. Modeling     lfotografi 

Modeling     lfotografi     ladalah     lspesialisasi     lmemotret     lobjek     lmanusia     

lyang     lmenjadi     lmodel,     lpada     lumumnya     ldigunakan     luntuk     

lkeperluan     lmajalah     latau     liklan.     lSelain     litu     lmodeling     lphotography     

ljuga     lada     lyang     ldilakukan     lkhusus     luntuk     lmemotret     lmodel-model     

lyang     lsedang     lbergaya     ldi     lcatwalk. 

e. Food     lfotografi 

Food     lfotografi     ladalah     lspesialisasi     lmemotret     lmakanan     luntuk     

lkebutuhan     lpromosi     ldaftar     lmenu     lrestoran     lmaupun     ldijadikan     

ldisplay     lbuku-buku     lmasakan. 

 



29 
 

f. Landscape     lfotografi 

Landscape     lfotografi     ladalah     lfotografi     lyang     lobjek     lutamanya     

lmemotret     lpemandangan. 

g. Macro     lfotografi     l 

Macro     lfotografi     lmerupakan     lfotografi     lclose-up     latau     ljarak     ldekat,     

ldengan     lobjek     lutama     ladalah     lbenda-benda     lyang     lkecil     lmisalnya     

lserangga,     lbunga,     ldan     llain-lain. 

h. Street     lfotografi 

Street     lfotografi     ladalah     ljenis     lfotografi     ldocumenter     lsecara     lfakta     

lyang     lmenampilkan     lobjek     lfoto     ldalam     lsituasi     lterang     ldidalam     

ltempat-tempat     lumum,     lseperti     ljalan,     ltaman,     lpantai,     lmall,     

lkonvensi     lpolitik     ldan     lpengaturan     llainnya. 

i. Aerial     lfotografi     l 

Aerial     lfotografi     lmerupakan     lspesialisasi     lpemotretan     ludara,     

lbanyak     ldigunakan     luntuk     lsurvey,     lpemetaan,     lpenggunaan     ltata     

lruang     lmaupun     lpertanian.     lDisini     ljuga     lmampu     lmemperlihatkan     

lkeindahan     lserta     lluasnya     larea. 

j. Scientific     lfotografi     l 

Scientific     lfotografi     lmerupakan     lspesialisasi     lfotografi     luntuk     

lkeperluan     lilmiah.     lJenis     lfotografi     lini     ldiperlukan     lmisalnya     lpada     

lpenelitian     lmikrobiologi     lyang     lmembutuhkan     lfotografi     

lmikroskopik     luntuk     lmemotret     ljasad     lrenik     lyang     lterlihat     lmelalui     

lmikroskop. 
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k. Astro     lfotografi     l 

Astro     lfotografi     lmerupakan     lspesialisasi     lkhusus     lmemotret     

lbendabenda     lluar     langkasa     latau     lyang     lberhubungan      ldengan     

lastronomi.     lFotografi     lini     lmemerlukan     lperlengkapan     lkhusus     

luntuk     ldapat     lmemotret     lbendabenda     lastronomi.     lBiasanya     lunutk     

lmelakukan     lpekerjaan     lini     lmenggunakan     ladapter     ldari     lkamera     lke     

lteleskop     lsehingga     ldapat     lmengambil     lgambar     lluar     langkasa     

ldengan     lkamera. 

Perbedaan antara potret dengan fotografi adalah potret dapat 

diwujudkan dalam bentuk lukisan, foto, ataupun patung sehingga media 

yang digunakan tidak hanya kamera melainkan bisa melalui kanvas, batu 

dan lain-lain, berbeda dengan fotografi yang hanya melalui media kamera 

untuk menghasilkan sebuah foto. Namun, apabila dilihat dari kacamata 

Undang-Undang Hak Cipta, maka yang dimaksud potret merupakan karya 

fotografi dengan objek manusia, hal ini berarti potret yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Hak Cipta adalah potret yang dihasilkan melalui kamera 

dan dengan objek hanya berupa manusia. Dalam ketentuan tersebut definisi 

potret maka dipersempit.  

Selain itu tujuan dari fotografi adalah komunikasi, sebagai medium 

menyampaikan pesan sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. 

Berbeda dengan potret yang memiliki tujuan untuk merekam kepribadian 

seseorang. Hal tersebut kembali pada definisi karya potret yang terdapat 

pada Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
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Cipta, yang menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang 

dihasilkan dengan menggunakan kamera, dengan ini maka tidak ada 

pembatasan terkait denga objek karya fotografi. Sedangkan objek potret 

hanya manusia, seusai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang 

berlaku yaitu Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa potret adalah karya 

fotografi dengan objek manusia. 

C. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI 

Dalam     lfatwa     lMUI     lNomor     l1     lTahun     l2003     ltelah     ldiatur     lmengenai     lpelanggaran     

ldan     lsanksi     lhukum     ltentang     lhak     lcipta,     ltermasuk     ldidalamnya     lpelanggaran     lhak     

lcipta     lfotografi     ldi     linternet.     lKomisi     lMajelis     lUlama     lIndonesia     l(MUI)     lmengenai      

lpelanggaran     lterhadap     lhak     lcipta     ltelah     lsampai     lpada     ltingkat     lsangat     lmeresahkan     

ldan     lmerugikan     lbanyak     lpihak,     lterutama     lpemegang     lhak     lcipta,     lnegara     ldan     

lmasyarakat.     L 

Dalam     lFirman     lAllah     lSWT     ltentang     llarangan     lmemakan     lharta     lorang     llain     

lsecara     lbatil     l(tanpa     lhak)     ldan     llarangan     lmerugikan     lharta     lmaupun     lhak     lorang     llain,     

lantara     llain: 
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“Hai     lorang-orang     lyang     lberiman,     ljanganlah     lkamu     lsaling     lmemakan     lharta     

lsesamamu     ldengan     ljalan     lyang     lbatil,     lkecuali     ldengan     ljalan     lperniagaan     lyang     

lberlaku     ldengan     lsuka     lsama-suka     ldi     lantara     lkamu.     lDan     ljanganlah     lkamu     
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lmembunuh     ldirimu;     lsesungguhnya     lAllah     ladalah     lMaha     lPenyayang     

lkepadamu.     l(An-Nisa’:     l29)” 

Berkenaan     ldengan     lhak     lcipta     lfotografi     lbisa     ldisamakan     ldengan     lhak     

lkepengarangan     l(haq     lal-ta’lif)     ldalam     lpandangan     lWahbah     lal-Zuhaili     lmenegaskan     

ldalam     lkitab     l‘al-Fiqih     l‘al-Islami     lwa     lAdillatuhu     lyaitu     lberdasarkan     lhal     l(bahwa     

lhak     lkepengarangan     ladalah     lhak     lyang     ldilindungi     loleh     lhukum     lIslam     latas     ldasar     

lkaidah     listislah)     ltersebut,     lmencetak     lulang     latau     lmenggandakan     lbuku     ltanpa     lizin     

lyang     lsah     ldi     lpandang     lsebagai     lpelanggaran     latau     lkejahatan     lterhadap     lhak     

lkepengarangan;     ldalam     larti     lbahwa     lperbuatan     ltersebut     ladalah     lkemaksiatan     lyang     

lmenimbulkan     ldosa     ldalam     lpendangan     lhukum     lIslam     ldan     lmerupakan     lpencurian     

lyang     lmengharuskan     lganti     lrugi     lterhadap     lhak     lpengarang     latas     lnaskah     lyang     

ldicetak     lsecara     lmelanggar     ldan     lzalim     lserta     lmenimbulkan     lkerugian     lmoril     lyang     

lmenimpanya.25 

Sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tersebut yang dimaksud dengan hak 

cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) yang 

mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). Sebagaimana mal 

(kekayaan), hak cipta dapat dijadikan obyek akad (al-maqud alaih), baik akad 

tabarru’at (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Dalam putusan 

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak 

cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah 

haram. 

                                                           
25     lAgus     lSuryana,     l2015,     lHak     lCipta     lPerspektif     lHukum     lIslam,     lAl     lMashlaha     

lJurnal     lHukum     ldan     lPranata     lSosial     lIslam,     lVol.     l3,     lNo.     l5,     lhal.     l263. 
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Bab III 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terkait Privasi Pencipta 

Terhadap Pelanggar Hak Cipta Karya Fotografi Di Dunia Maya 

Privasi     lmerupakan     lsuatu     lhal     lyang     lsangat     lpenting     lbaik     lbagi     lindividu     

lmaupun     llembaga     latau     linstansi     luntuk     lberhadapan     ldan     lberinteraksi     ldengan     

lindividu     llain     latau     llembaga     llain.     lPenggambaran     lpopuler     lmengenai     lprivasi     lantara     

llain     ladalah     lhak     lindividu     luntuk     lmenentukan     lapakah     ldan     lsejauh     lmana     lseseorang     

lbersedia     lmembuka     ldirinya     lkepada     lorang     llain     latau     lprivasi     ladalah     lhak     luntuk     

ltidak     ldiganggu.      lPrivasi     lmerujuk     lpadanan     ldari     lBahasa     lInggris     lprivacy     ladalah     

lkemampuan     lsatu     latau     lsekelompok     lindividu     luntuk     lmempertahankan      lkehidupan     

ldan     lurusan     lpersonalnya     ldari     lpublik,     latau     luntuk     lmengontrol     larus     linformasi     

lmengenai     ldiri     lmereka.26
     lHal     lini     ldapat     ldisimpulkan     lbahwa,     lprivasi     ladalah     

ltingkatan     linteraksi     latau     lketerbukaan     lyang     ldikehendaki     loleh     lseseorang     lpada     

lsuatu     lkondisi     latau     lsituasi     ltertentu,     ldimana     lsituasi     lyang     ldirasa     lsebagai     lprivat     

latau     ltidak     lyang     lmenentukan     ladalah     lsubjektifitas     ldan     lkontrol      l(ruang     

linterpersonal     ldan     lterritorial)     ldari     lseseorang     ltersebut.     lNamun     lprivasi     lpada     

lzaman     lsekarang     lsangat     lerat     lkaitannya     ldengan     lkebebasan,     lkarena     lpada     lera     

lmodern     lsekarang     lsangat     lmudah     lmendapatkan     linformasi     lapa     llagi     ldalam     ldunia     

lmaya. 

                                                           
26     lHelmy     lPrasetyo     lYuwinanto,     l2011,     lPrivasi     lOnline     ldan     lKeamanan     lData,     

lJurnal     lUnair,     lVol.     l2,     lNo.2,     lhlm.     l2. 
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Kebebasan     ltermasuk     lsuatu     lyang     lbersifat     lasasi,     lyang     lumumnya     lpara     lahli     

lmemiliki     lkonsepsi     lyang     lsama     lbahwa     lkebebasan     lada     lpada     lsetiap     linsan.     lSecara     

lekripsi,     lkebebasan      lsenantiasa     lada     lbatasan     lbaik     lkelemahan     lyang     lbersifat     linternal     

lmaupun     leksternal.     lPada     ldasarnya     lkebebasan     lbukan     lberarti     lberbuat     lkehendak     

lhati     lmelainkan     lada     lbatasnya     luntuk     lmengakui     ldan     lmenghormati     lhak     ldan     

lkewajiban     lsetiap     lmanusia     lpada     lumumnya.     lInformasi     ltelah     lmengenalkan     lsuatu     

letika     lbaru,     lbahwa     lsetiap     lpihak     lyang     lmempunyai     linformasi     lmemiliki     lnaluri     lyang     

lsenantiasa     lmendesiminasikan     lkepada     lpihak     llain,     lbegitu     lpula     lsebaliknya.     

lTeknologi     linformasi     lmenjanjikan     lbahwa     lkomunitas     labad     l21     lakan     lmemiliki     

ljaringan     lkomunikasi     ldan     lteknologi     lmulti     lmedia     lsebagai     ltulang     lpunggunya.27 

Perlindungan     lhak     lprivasi     ldalam     llegislasi     lmemungkinan     lsetiap     lorang     luntuk     

lmengontrol     lpengumpulan,     lakses,     ldan     lpenggunaan     linformasi     lpribadi      lyang     

lberada     ldi     lpemerintahan     lataupun     ldi     lkorporasi.     lNamun,     lrealitasnya     ltidaklah     

lsesederhana     litu     lkarena     lada     lhak     luntuk     linformasi     ljuga     lmemberikan     lperlindungan     

lbagi     lmasyarakat     luntuk     lmengakses     linformasi     ldan     ldata     lyang     lada     ldi     

lpemerintahan,     ltermasuk     ldata     ldan     linformasi     lpribadi. 

Karena     litu     laspek     lperlindungan     lprivasi     lsaat     lini     lmenghadapi     ltantangan      lbaru,     

lkhususnya     ldengan     lpenggunaan     ldan     lpenerapan     lteknologi.     lTeknologi     

lmemungkinkan     lterjadinya     lpengumpulan     ldan     lpenyebarluasan     linformasi     ldan     

ldata     lpribadi     ltermasuk     linformasi     ldan     ldata     lpribadi     lyang     lsensitive.     lDengan     

lcentang     lperenang     lpengaturan     lprivasi     ldalam     lkaitannya     ldengan     lakses     lterhadap     

                                                           
27     lIbid,     lhlm     l7. 
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linformasi     lmembuat     lwarga     lNegara     ldalam     lposisi     lyang     lrentan     lterhadap      lserangan     

lprivasi     lyang     ldapat     ldilakukan     loleh     lpemerintah     ldan     ljuga     lkorporasi. 

Untuk     lmengatasi     lpersoalan     ltersebut,     lpemerintah     lberinisiatif     luntuk     

lmenyusun     lRancangan     lUndang     l-     lUndang     lPerlindungan     lData     ldan     lInformasi     

lPribadi     l(RUU     lPDIP).     lRUU     lPDIP     lini     ldisusun     lkarena     ladanya     lkebutuhan     luntuk     

lmelindungi     lhak-hak     lindividual     ldi     ldalam     lmasyarakat      lsehubungan      ldengan      

lpengumpulan,     lpemrosesan,     lpenyelenggaraan,     lpenyebarluasan     ldata     lpribadi.     

lPerlindungan     lyang     lmemadai     latas     lprivasi     lmenyangkut     ldata     ldan     lpribadi     lakan     

lmampu     lmemberikan     lkepercayaan      lmasyarakat     luntuk     lmenyediakan      ldata     ldan     

linformasi     lpribadi     lguna     lberbagai     lkepentingan      lmasyarakat     lyang     llebih     lbesar     ltanpa     

ldisalahgunakan     latau     lmelanggar     lhak-hak     lpribadinya.28 

Walaupun     lRancangan     lUndang     l-     lUndang     lPerlindungan     lData     ldan     lInformasi     

lPribadi     l(RUU     lPDIP)     lmasih     ldalam     lrancangan     ltetapi     lsudah     lada     lperaturan     lyang     

lmelindungi     ldata     lpribadi     ldari     lKementrian     lKominfo     lyaitu     lPermenkominfo     

lNomor     l20     ltahun     l2016     ltentang     lPerlindungan     lData     lPribadi     lDalam     lSistem     

lElektronik     l(PDPSE).     lDalam     limplementasinya,     laturan‐aturan     lperlindungan     ldata     

lpribadi     lyang     lterkait     ldengan     lpenyelenggaraan     lsistem     lelektronik,     ltermasuk     ldi     

ldalamnya     lkomunikasi     ldan     linformatika,     lkemudian     ldirumuskan     ldalam     lsejumlah     

lPermenkominfo,     lPermenkominfo     lyang     lterkait      lmisalnya     lPermenkominfo     

lNomor     l20     ltahun     l2016     ltentang     lPerlindungan     lData     lPribadi     lDalam     lSistem     

lElektronik     l(PDPSE),     ljuga     lPermenkominfo     lNo.     l21/2017     ltentang     lPerubahan     

                                                           
28     lAnggara     let     lal,     lMenyeimbangkan     lHak:     lTantangan     lPerlindungan     lPrivasi     ldan     

lMenjamin     lAkses     lKeterbukaan     lInformasi     ldan     lData     ldi     lIndonesia,     lInstitute     lfor     

lCriminal     lJustice     lReform,     lJakarta,     l2012,     lhlm.     l4. 
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lKedua     lAtas     lPermenkominfo     lNomor     l12     ltahun     l2016     lTentang     lRegistrasi      

lPelanggan     lJasa     lTelekomunikasi.     lPerlindungan     ldata     lpribadi     lmenurut     

lPermenkominfo     lPDPSE     lmeliputi     lperlindungan     lpada     lproses:     lperolehan     ldan     

lpengumpulan;     lpengolahan     ldan     lpenganalisisan;     lpenyimpanan;     lpenampilan,     

lpengumuman,     lpengiriman,     lpenyebarluasan,     ldan/atau     lpembukaan     lakses;     ldan     

lpemusnahan     ldata     lpribadi. 

Perlindungan     latas     ldata     ldan     linformasi     lsesorang     lmenyangkut     lsoal-soal     lhak     

lasasi     lmanusia.     lPersoalan     lperlindungan     lterhadap     lprivasi     latau     lhak     lprivasi     lmuncul     

lkarena     lkeprihatinan     lakan     lpelanggaran     lprivasi     lyang     ldialami     loleh     lorang     ldan     latau     

lbadan     lhukum.     lPerlindungan     lprivasi     lmerupakan     lhak     lsetiap     lwarga     lnegara,     lharus     

ldihormati     ldan     ldiberikan     lperlindungan.     lTermasuk     lkonsepsi     lPrivacy     lInformation     

l(Security)     ldimana     lsebuah     linformasi     lharus     laman,     ldalam     larti     lhanya     ldiakses     loleh     

lpihak–pihak     lyang     lberkepentingan     lsaja     lsesuai     ldengan     lsifat     ldan     ltujuan     ldari     

linformasi     ltersebut.29 

Pada     ldasarnya     lseluruh     ltubuh     lseseorang     ladalah     lmilik     ldari     lorang     ltersebut     

ljuga.     lOleh     lkarena     litu     lia     lberkuasa     lpenuh     latas     ltubuhnya.     lDengan     ltubuh     litu,     

lidentifikasi     ldiri     lseseorang     lakan     lsemakin     ljelas.     lTentunya     lselalu     lada     

lpengecualian     ltertentu     lyang     lditentukan     loleh     lhukum.     lDan     ldalam     lhak     lcipta     ljuga     

lerat     lkaitannya     ldengan     lprivasi,     lterutama     ldalam     lpengambilan     lpotret     lseseorang     

latau     lmengambil     lkarya     lfotografi.     l 

                                                           
29     lHelmy     lPrasetyo     lYuwinanto,     l2011,     lPrivasi     lOnline     ldan     lKeamanan     lData,     

lJurnal     lUnair,     lVol.     l2,     lNo.2,     lhlm.     l2. 
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UU     lHak     lCipta     lmenekankan     lbahwa     lpotret     ldiri     lseseorang     ltidak     

ldiperkenankan     ldisebarluaskan     lapabila     luntuk     lkepentingan     lkomersial.     lItulah     

lbatasan lhukumnya. Potret sebuah karya fotografi yang dihasilkan menggunakan 

kamera semuanya dilindungi sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf K dan l 

Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Bahkan     ldi     lruang     lpublik     lsekalipun     ljuga     

lterdapat     lhak     lcipta,     lmisalnya     lterkait     ldengan     lkarya     larsitektur;     lseperti     lbangunan,     

lgedung,     latau     lbenda     llain     lyang     lserupa     ldengannya     lyang     ldapat     ldiklasifikasi     

lsebagai     lkarya     larsitektur     lyang     ldilindungi     loleh     lundang-undang.30
     lPasal     l50     lUU     

lHak     lCipta     lsudah     lmenentukan     lbahwa:     l"Setiap     lOrang     ldilarang     lmelakukan     

lPengumuman,     lPendistribusian,     latau     lKomunikasi     lCiptaan     lyang     lbertentangan     

ldengan     lmoral,     lagama,     lkesusilaan,     lketertiban     lumum,     latau     lpertahanan     ldan     

lkeamanan     lNegara". 

Hak     lcipta     lbisa     ldibilang     lunik     ldan     lberbeda     ldari     lhak     lkekayaan     lintelektual     

llainnya.     lSebab     lhak     lcipta     lmempunyai     lhak     lmoral     lyang     ltidak     ldimiliki     lHak     

lKekayaan     lIntelektual     llainnya.     lContohnya,     lhal     lini     lberbeda     ldengan     lhak     lmilik     

lindustri     lyang     luntuk     lmendapatkan     lperlindungan     latas     lhak     leksklusifnya     ltersebut     

lmembutuhkan     lpendaftaran     lmelalui     lprosedur     lyang     ltelah     lditentukan.     lHak     

leksklusif     lyang     ldiberikan     loleh     lhukum     lmerupakan     lreward     lyang     lsesuai     lbagi     lpara     

linventor     lmengingat     lpengorbanan     lyang     lharus     lmereka     llakukan     luntuk     

lmenghasilkan     lsebuah     lciptaan.     lDan     ldalam     lhak     lcipta     ljuga     lerat     lkaitannya     ldengan      

lprivasi,     lterutama     ldalam     lpengambilan     lpotret     lseseorang     latau     lmengambil     lkarya     

                                                           
30     l“Anggara     Suwaju’,     Memotret     di     ruang     publik:     antara     privasi,     hak     cipta,     dan     

etika,     https://beritagar.id/artikel/telatah/memotret-di-ruang-publik-antara-privasi-hak-cipta-dan-etika     

diakses     tanggal     l3     desember     2022     pkl.     11.34. 

https://beritagar.id/artikel/telatah/memotret-di-ruang-publik-antara-privasi-hak-cipta-dan-etika
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lfotografi.     lPasal     ltersebut     lmenjelaskan     lbahwa     ldalam     lmengambil     lfoto     lpun     lharus     

lyang     lsesuai     ldengan     lmoral     ldan     lketertiban     lumum. 

Berdasarkan     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     lHak     lCipta     

lmenyatakan     lbahwa     lkarya     lfotografi     lmerupakan     lsemua     lfoto     lyang     ldihasilkan     

ldengan     lmenggunakan     lkamera.     lApabila     ldalam     lpenjelasan     lsebelumnya     

ldinyatakan     lbahwa     lpotret     ldapat     lberupa     llukisan,     lfoto     latau     lpatung,     lmaka     lyang     

ldimaksud     lpotret     ldalam     lUndang-Undang     lHak     lCipta     ladalah     lpotret     ldalam     lbentuk     

lfoto     lhasil     lkarya     lfotografi.     lJika     lada     lseseorang     lyang     lmerasa     lterganggu     ldi     lfoto     

latau     lpotret     lnya     ltidak     lmau     ldisebarluaskan     ldan     lseorang     lpencipta     ltidak     lmenuruti     

lnya     lmaka     lakan     lmelanggar     lhak     lcipta     ltersebut.     lSelain     litu,     lada     ljuga     lbatasan     letik     

lyang     ljuga     lpenting     ldiperhatikan.     lMeskipun     lpotret     ldiri     lseseorang     ltersebut     luntuk     

lkepentingan     lnon     lkomersial     ldan     ldilakukan     ldi     lruang     lpublik,     lsangat     ldisarankan     

luntuk     lmeminta     lizin     lapabila     lmemotret     lorang;     lapalagi     ljika     lorang     ltersebut     lsangat      

ljelas     ldapat     lteridentifikasi. 

Menurut     lpandangan     lpenulis     lsebagai     lseorang     lfotografer,     lhak     lmoral     

lsangatlah     lpenting     luntuk     ldiperhatikan     lsebab     lhak     lmoral     lsama     lsaja     lartinya     

lmenghargai     lsebuah     lciptaan     lseorang     lfotografer.     lJika     lsuatu     lkarya     lfotografer     

ldimodifikasi     ldengan     lmenghapus     ldetail-detail     lpenting     lpada     lsebuah     lgambar     lhal     

lini     lakan     lmerusak     lsebuah     lmakna     lpada     lgambar     ltersebut,     lbisa     lsaja     lkaryanya     

lditambahkan     ldengan     lgambar     lyang     lmengandung     lkebohongan     lmaka     

lmengakibatkan     ldampak     lburuk     lkepada     lfotografer     lyang     lmembuat     lkarya     ltersebut.     

lHak     lmoral     ljuga     lperlu     ldipahami     lseorang     lfotografer     lsaat     lmemotret     lseseorang     

lsebagai     lmodel     lpada     lfoto,     ljika     lmemang     lorang     ltersebut     ltidak     lmengizinkan     luntuk     
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ldifoto     lmaka     lsebagai     lfotografer     lharus     lmenghargai     lpendapatnya     ldengan     ltidak     

lmemfoto     lsecara     ldiam-diam,     lwalaupun     ldiluar     lsana     lbanyak     lsekali     lseorang     

lfotografer     lyang     lmengambil     lgambar     lsecara     ldiam-diam     ltetapi     ldengan     lcatatan     

luntuk     ltidak     ldisalah     lgunakan     lataupun     lmemotret     lkeburukan     lseseorang     lini     ldapat     

lmerugikan     lseseorang     lyang     ltelah     ldifoto. 

Dalam     lUUHC,     lpenggunaan     lpotret     ltanpa     lizin,     lselama     lbukan     luntuk     ltujuan     

lkomersil,     ldiperbolehkan     ltetapi     ljika     lfoto     ltersebut     ldigunakan     ltidak     luntuk     

lkomersial     ltetapi     luntuk     lmelecehan     latau     lmencemarkan     lnama     lbaik      lseseorang     

lakan     ldijerat     ldengan     lPasal     l27     lUU     lITE     lyang     lberbunyi     l“Setiap     lOrang     ldengan     

lsengaja     ldan     ltanpa     lhak     lmendistribusikan     ldan/atau     lmentransmisikan     ldan/atau     

lmembuat     ldapat      ldiaksesnya     lInformasi     lElektronik     ldan/atau     lDokumen     lElektronik     

lyang     lmemiliki     lmuatan     lpenghinaan     ldan/atau     lpencemaran     lnama     lbaik”.     lPrivasi     

lperlindungan     ldata     lpribadi     ldi     ldalam     lmedia     ldaring     ljuga     ldilindungi     loleh     lUndang-

Undang     lnomor     l11     ltahun     l2008     lITE.     lPerlindungan     ldata     lpribadi     ldalam     lsebuah     

lsistem     lelektronik     ldalam     lUU     lITE     lmeliputi     lperlindungan     ldari     lpenggunaan      ltanpa     

lizin,     lperlindungan      loleh     lpenyelenggara     lsistem     lelektronik,     ldan     lperlindungan      ldari     

lakses     ldan     linterferensi     lilegal.     l 

Terkait     lperlindungan     ldata     lpribadi     ldari     lpenggunaan     ltanpa     lizin,     lPasal     l26     lUU     

lITE     lmensyaratkan     lbahwa     lpenggunaan     lsetiap     ldata     lpribadi     ldalam     lsebuah     lmedia     

lelektronik     lharus     lmendapat     lpersetujuan     lpemilik     ldata     lbersangkutan.     lSetiap     lorang     

lyang     lmelanggar     lketentuan     lini     ldapat     ldigugat     latas     lkerugian     lyang     lditimbulkan.     

lPasal     l26     lUU     lITE     lbahwa     lPenggunaan     lsetiap     linformasi     lmelalui     lmedia     lelektronik     

lyang     lmenyangkut     ldata     lpribadi     lseseorang     lharus     ldilakukan     latas     lpersetujuan     
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lorang     lyang     lbersangkutan     ldan     lsetiap     lorang     lyang     ldilanggar     lhaknya     lsebagaimana     

ldimaksud     lpada     layat     l(1)     ldapat     lmengajukan     lgugatan     latas     lkerugian     lyang     

lditimbulkan     lsesuai     lyang     ltercantum     ldalam     lundang-undang. 

Hak     lmoral     lmerupakan     lhak     lyang     lbersifat     lasasi      ldan     labadi,     lmaksudnya     ladalah     

lapabila     lpemilikan     latas     lhak     lcipta     ltersebut     ldipindahkan     lkepada     lpihak     llain,     lmaka     

lhak     lmoral     ltetap     ltidak     lterpisahkan     ldari     lpenciptanya.     lKarena     lhak     lmoral     ltidak     

ldapat     ldialihkan     lselama     lpencipta     lmasih     lhidup,     lkecuali     ldengan     ladanya     lwasiat     

latau     lsebab     llain     lsesuai     ldengan     lperaturan     lperundang-undangan     lsetelah     lpencipta.     

lPasal     l5     layat     l(1)     lUUHC,     lmenyatakan     lHak     lmoral     lmemberikan     lhak     lkepada     

lpencipta     luntuk: 

a. Tetap     lmencantumkan     latau     ltidak     lmencantumkan     lnamanya     lpada     lsalinan     

lsehubungan     ldengan     lpemakaian     lciptaannya     luntuk     lumum     l 

b. Menggunakan     lnama     laliasnya     latau     lsamarannya     l 

c. Mengubah     lciptaannya     lsesuai     ldengan     lkepatutan     ldalam     lmasyarakat     l 

d. Mengubah     ljudul     ldan     lanak     ljudul     lciptaan     l 

e. Mempertahankan     lhaknya     ldalam     lhal     lterjadi     ldistorsi     lciptaan,     lmutilasi     

lciptaan,     lmodifikasi     lciptaan,     latau     lhal     lyang     lbersifat     lmerugikan     

lkehormatan     ldiri     latau     lreputasinya. 

Dalam     lkonfigurasi     lhukum,     lhak     lmoral     lmencakup     ldua     lhal     lbesar     lyaitu     lhak     

lpaternity     latau     lright     lof     lpaternity     ldan     lright     lof     lintegrity.31
     lHak     luntuk     

                                                           
31     lHenry     lSoelistyo,     lHak     lCipta     lTanpa     lHak     lMoral,     lPT.     lRaja     lGrafindo,     l     

lJakarta,     l2011. 
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lmencantumkan     latau     lmenyebutkan     lnama     lpencipta     ldalam     lciptaannya     ldan     lhak     

luntuk     lmenggunakan     lnama     lsamaran     ldalam     lciptaannya     lsebagaimana     lterdapat     

ldalam     lPasal     l5     layat      l(1)     lhuruf     la     ldan     lb     lmerupakan     lright     lof     lpaternity.      lSedangkan     

lright     lof     lintegrity     lmerupakan     lsegala     lbentuk     lsikap     ldan     lperlakuan     lyang     lterkait     

ldengan     lintegritas     latau     lmartabat     lpencipta,     lseperti     lyang     ltermuat     ldalam     lPasal     l5     

layat     l(1)     lhuruf     le.     lNamun     ldalam     lperubahan     ltersebut,     lpada     lakhirnya     lhanya     

lattribution     lrights     l(atau     ldikenal     ljuga     lsebagai     lright     lof     lpaternity)     ldan     lright     lof     

lintegrity     lyang     lkemudian     ldiadopsi     ldalam     lKonvensi     lBern     lsampai     lsekarang     lyang     

ldikarenakan     lterdapat     lbantahan     ldari     lnegara-negara     lpenganut     lCommon     lLaw     

lterhadap     l2     l(dua)     lhak     lyang     llainnya.     lSehingga,     lpada     lsaat     lini     ldalam     lArticle     l6bis     

lBerne     lConvention     lmenyatakan     l     l3     lsubstansi     lhak     lmoral     lyang     lmeliputi:32 

a. The     lright     lto     lclaim     lauthorsip;     lyaitu     lhak     luntuk     lmendapatkan     lpengakuan     

lsebagai     lpencipta.     lHal     litu     ldilakukan     lantara     llain     ldengan     lmenyebutkan     latau     

lmencantumkan     lnama     lpencipta     ldalam     lciptaannya.     l 

b. The     lright     lto     lobject     lto     lany     ldistortion,     lmutilation,     lor     lother     lmodification     lof     

lthe     lwork;     lyaitu     lhak     lpencipta     luntuk     lmenolak     ltindakan     lyang     ldapat     

lmendistorsi,     lmemotong     latau     lmenghilangkan      lsebagaian     ldari     lciptaan     

lataupun     lmemodifikasi     lciptaan     lsecara     lsedemikian     lrupa     lsehingga     lmerusak     

latau     lmerugikan     lreputasi     ldan     lkehormatan     lpencipta.     l 

c. The     lright     lto     lobject     lother     lderogatory     laction     lin     lrelation     lto     lthe     lsaid     lwork;     

lyaitu     lhak     lpencipta     luntuk     lmenolak     lsegala     lbentuk     ltindakan     latau     lperlakuan      

                                                           
32     lAnastasya     ltheresia     lpuspasari,     l2020,     l“Pengaturan     lHak     lMoral     ldan     lHak     

lEkonomi     lBerdasarkan     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     lHak     

lCipta”,     lUniversitas     lKristen     lSatya     lWacana,     lhlm.     l22 
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lyang     ldapat     lmengganggu     latau     lmerendahkan     lkehormatan     ldan     lreputasi     

lpencipta. 

Berdasarkan     lpenjelasan     ltersebut     lbentuk-bentuk     lhak     lmoral     lbaik     lyang     

lterdapat     ldalam     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     lHak     lCipta,     

lataupun     lmenurut     lkonfigurasi     lhukum,     lserta     lketentuan     ldalam     lKonvensi     lBern,     

lmaka     lpada     ldasarnya     lterdapat     lsatu     lpoint     lyang     lsama     ldari     lpenjelasan     

lmasingmasing     lketentuan     ltersebut,     lyaitu     ladalah     lhak     lmoral     lmempertahankan     

lhak     lpencipta     lagar     ltidak     lterjadi     lperbuatan     lyang     lmerugikan     lkehormatan     latau     

lreputasi     ldan     lberlaku     lseumur     lhidup. 

Apabila     lfoto     latau     lpotret     lmilik     lseseorang     lyang     ldigunakan     loleh     lorang     llain     

ltanpa     lseizin     lpemilik,     lsehingga     lmembawa     lmanfaat     lekonomi     lbagi     lorang     llain,     

ldapat     ldiartikan      lorang     ltersebut     ltelah     lmerugikan     lkita     lsebagai      lpemegang     lhak     

leksklusif     lpencipta     latau     lpemegang     lhak     lcipta,     lhal     lini     lsesuai     ldengan     lPasal      l12     lUU     

lHak     lCipta     lyang     lberbunyi: 

(1) Setiap     lOrang     ldilarang     lmelakukan     lPenggunaan     lSecara     lKomersial,     

lPenggandaan,     lPengumuman,     lPendistribusian,     ldan/atau     lKomunikasi     

latas     lPotret     lyang     ldibuatnya     lguna     lkepentingan     lreklame     latau     lperiklanan     

lsecara     lkomersial     ltanpa     lpersetujuan     ltertulis     ldari     lorang     lyang     ldipotret     latau     

lahli     lwarisnya.     l 

(2) Penggunaan     lSecara     lKomersial,     lPenggandaan,     lPengumuman,     

lPendistribusian,     ldan/atau     lKomunikasi     lPotret     lsebagaimana     ldimaksud     

lpada     layat     l(1)     lyang     lmemuat     lPotret     l2     l(dua)     lorang     latau     llebih,     lwajib     
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lmeminta     lpersetujuan     ldari     lorang     lyang     lada     ldalam     lPotret     latau     lahli     

lwarisnya. 

Bahwa     lPasal     l12     lUUHC     lyang     lada     lsaat     lini     lhanya     lmengatur     lsoal     llarangan     

lpenggunaan     lpotret     lsecara     lkomersial     l(untuk     lkepentingan     lperiklanan)     ltanpa     

lpersetujuan     ltertulis     lorang     lyang     ldipotret     latau     lahli     lwarisnya.     lSelain     litu,     lPasal     l43     

lhuruf     le     ljuga     lmengatur     lbahwa     lpenyebarluasan     lkonten     lHak     lCipta     lmelalui     lmedia     

lteknologi     linformasi     ldan     lkomunikasi     lyang     ltidak     lbersifat     lkomersial     ltidak     

ldianggap     lsebagai     lpelanggaran     lHak     lCipta. 

Bukan     lhanya     lhak     lmoral     lsaja     ltetapi     lhak     lekonomi     ljuga     lperlu     ldiperhatikan,      

lpenulis     ldisini     lsebagai     lseorang     lfotografer     lyang     lsudah     lterjun     ldalam     ldunia     

lfotografi     lbahwasannya     lhak     lekonomi     lsangatlah      lmerugikan     lseorang     lfotografer,     

ldikarenakan     lsebuah     lkarya     lfotografer     lyang     ldiambil     loleh     lorang     lataupun     

lkelompok     ltidak     ldikenal     ldan     ldijadikan     lsebagai     lbahan     lpromosi     lsebuah     lproduk,     

lhal     lini     lmemberikan     lmanfaat     lkepada     lorang     lataupun     lkelompok     lyang     lmengambil     

lkarya     lseorang     lfotografer     lpada     lposisi     lini     lhak     lekonomi     lseorang     lfotografer     ltelah     

ldirenggut.     lAdapun     lkarya     lfotografi     lyang     ldicuri     llalu     ldijual     ldan     lkarya     lfotografi     

lyang     ldicuri     llalu     ldikutkan     llomba,     lhal     lini     ltelah     lmelanggar     lhak     lekonomi     lyang     

lmenyebabkan     lkerugian     ldari     lseorang     lfotografer,     lkarna     lfotografer     lyang     lmembuat     

lkarya     lseharusnya     lmendapatkan     lhak     lekonomi     lyang     lada     ldalam     lsebuah     lkaryanya.     

lHak     lekonomi     ltidak     lhanya     lsoal     luang     ltapi     lkesenangan     ldan     lilmu     lsaat     lmendapatkan     

lsebuah     lkarya     litu     ltermasuk     lkedalam     lhak     lekonomi.     lMaka     ldari     litu     ljika     lfoto     ldicuri,     

lseorang     lfotografer     lmerasakan     lkesal     ldengan     lusaha     lyang     lmereka     ltidak     ltahu     

ldibalik     lsebuah     lkarya     ltersebut. 
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Hak     lekonomi     ldalam     lhak     lcipta     ladalah     lmemberikan     lkeuntungan     lbagi     

lpencipta     latau     lpemegang     lhak     lcipta     latas     lkarya     lyang     lmereka     lbuat     lagar     

lmenghasilkan     lkeuntungan.     lMenurut     lUndang-undang     lNo     l28     lTahun     l2014     

ltentang     lHak     lCipta     lHak     lekonomi     ladalah     l: 

Pasal     l8     l: 

Hak     lekonomi     lmerupakan     lhak     leksklusif     lPencipta     latau     lPemegang     lHak     lCipta     

luntuk     lmendapatkan     lmanfaat     lekonomi     latas     lCiptaan. 

Pasal     l9     l: 

(1) Pencipta     latau     lPemegang     lHak     lCipta     lsebagaimana     ldimaksud     ldalam     lPasal     

l8     lmemiliki     lhak     lekonomi     luntuk     lmelakukan:     l 

a. penerbitan     lCiptaan;     l 

b. Penggandaan     lCiptaan     ldalam     lsegala     lbentuknya;      l 

c. penerjemahan     lCiptaan;     l 

d. pengadaptasian,     lpengaransemenan,     latau     lpentransformasian     lCiptaan;     l 

e. Pendistribusian     lCiptaan     latau     lsalinannya;     l 

f. pertunjukan     lCiptaan;     l 

g. Pengumuman     lCiptaan;     l 

h. Komunikasi     lCiptaan;     ldan     l 

i. penyewaan     lCiptaan.     l 

(2) Setiap     lOrang     lyang     lmelaksanakan     lhak     lekonomi     lsebagaimana     ldimaksud     

lpada     layat     l(1)     lwajib     lmendapatkan     lizin     lPencipta     latau     lPemegang     lHak     lCipta.     

l 
(3) Setiap     lOrang     lyang     ltanpa     lizin     lPencipta     latau     lPemegang     lHak     lCipta     ldilarang     

lmelakukan     lPenggandaan     ldan/atau     lPenggunaan     lSecara     lKomersial     

lCiptaan. 
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Terkait     ljangka     lwaktu,     lhak     lekonomi     lperlindungannya     ldibatasi      ldalam     lwaktu     

ltertentu,     lberdasarkan      lpasal     l59     lAyat      l(1)     lkarya     lfotografi     lberlaku     lselama     l50     l(lima     

lpuluh)     ltahun     lsejak     lpertama     lkali     ldilakukan     lPengumuman     lberdasarkan     lPasal     l8     

ldan     l9     lUndang-Undang     lHak     lCipta     ltersebut     lsudah     ljelas     lbahwa     lpenggunaan     

lkarya     lfotografi     lmelekat     ldengan     lhak     lekonomi     lpencipta     lmaka     ldari     litu     

lpenggunaan     luntuk     lmengambil     lmanfaat     lekonomi     lharus     ldengan     lizin     ldan     ljika     

ltidak     lizin     lakan     lmelanggar     lketentuan     lhak     lcipta.     lDisebutkan     ldalam     lpasal     l15     

lUUHC,     ltidak     ldianggap     lsebagai     lpelanggaran     lhak     lcipta     lapabila     ldisebutkan     

lsumbernya     lyang     lhanya     ldigunakan     luntuk     lkepentingan     lpendidikan,     lpenelitian,     

lpenulisan     lkarya     lilmiah,     lpenyusunan     llaporan,     lserta     lpenulisan     lkritik     lserta     

ltinjauan     lsuatu     lmasalah     ldengan     ltidak     lmerugikan     lkepentingan     lwajar     lpencipta.     

lPerbanyakan     lciptaan     lselain     lprogram     lkomputer     lsecara     lterbatas,     lpembuatan     

lsalinan     lcadangan      lprogram     lkomputer     ldemi      lkepentingan     lsendiri     lserta     lperubahan     

lyang     ldidasarkan     lpada     lpertimbangan     lpelaksanaan     lteknis     latas     lkarya     larsitektur     

ljuga     ldiperbolehkan     ldalam     lundang-undang.     lTujuan     lpenggunaan     lkarya     lcipta     

ltersebut     ldibenarkan     ldengan     lsyarat     lharus     ldisebutkan     lsumbernya. 

Karya     lcipta     lyang     ldigunakan     luntuk     lkepentingan     lpembelaan     ldi     ldalam     latau     

lluar     lpengadilan,     lperbanyakan     lguna     lkeperluan     ltunanetra     lserta     lkepentingan     

lperpustakaan     latau     lpusat     ldokumentasi     lbersifat     lnon     lkomersial,     lpertunjukan     latau     

lpementasan     lnon     lkomersil     ljuga     ldibenarkan     loleh     lundang-undang     lsebagai     

lpembatasan.     lUnsur     lterpenting     lyang     ldisyaratkan     lundang-undang     lpada     lPasal      l15     

ladalah     lpencantuman      lsumber     lpada     lpenggunaan      lkarya     lcipta     lbersifat     lnon     
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lkomersil     latau     lsemata-mata     luntuk     lkepentingan     lpribadi     lserta     lpenggunaan     lkarya     

lcipta     ltersebut     ltidak     lmerugikan     lkepentingan      lyang     lwajar     ldari     lpencipta. 

B. Penyelesaian Tentang Pembajakan Karya Fotografi Di Dunia Maya 

Penyelesaian     lsengketa     pembajakan     lfotografi     litu     ldibagi     lmenjadi     l2     lcara     lyaitu     

lpenyelesaian     lsengketa     llitigasi     l(melalui     ljalur     lpengadilan)     ldan     lpenyelesaian     lsengketa     

lnon     llitigasi     l(melalui     ljalur     ldiluar     lpersidangan). 

1. Penyelesaian     lsengketa     lmelalui     lLitigasi 

Terkadang     ldalam     lproses     linteraksi     ltersebut     lyang     ltidak     lselamanya     

lberjalan     l“mulus”     lakhirnya     lmenimbulkan     lgesekan-gesekan     lmasalah     lantara     

lpihak-pihak     lyang     lberkepentingan.      lUmumnya     lhak     lcipta     ldilanggar     ljika     

lmateri     lhak     lcipta     ltersebut     ldigunakan     ltanpa     lizin     ldari     lpencipta     lyang     

lmempunyai     lhak     leksklusif     latas     lciptaannya.     lMedia     lpenyelesaian     lmasalah     

ldalam     lbidang     lkekayaan     lintelektual,     lbiasanya     ldapat     lditempuh     ldengan     

lmelalui     ldua     ljalan,     lyaitu     lmelalui     ljalur     lpengadilan     ldan     lADR     l(Alternative     

lDispute     lResolution).     lJalur     lpengadilan     lbiasanya     ldigunakan     luntuk     

lmenyelesaikan     lsengketa     lHKI     lyang     lbersifat     lterbuka     ldan     ltidak     lmengandung     

lunsur     lrahasia,     lmisalnya     lHak     lCipta,     lMerek,     ldan     llain-lain,     lsedangkan     lADR     

ldigunakan     luntuk     lmenyelesaikan     lsengketa     lterhadap     laspek     lkekayaan     

lintelektual     lyang     lmempunyai      lunsur     lrahasia,     lmisalnya     lPaten     ldan     lRahasia     

lDagang.     lBerikut     lPenyelesaian     lSengketa     lMelalui     lLitigasi     l(Di     lPengadilan).     



47 
 

lBerikut     lini     lmekanisme     lpenyelesaian     lbagi      lpencipta     lyang     lingin     

lmempertahankan     lhaknya:33 

a. Gugatan     lPerdata 

Mekanisme     lini     ldiatur     ldi     ldalam     lPasal     l100     lUUHC.     lPemegang     lhak     

lcipta     lberhak     lmengajukan     lgugatan     lganti     lrugi     lkepada     lpengadilan     

lniaga     latas     lpelanggaran     lhak     lciptaannya     ldan     lmeminta     lpenyitaan     

lterhadap     lbenda     lyang     ldiumumkan     latau     lhasil     lperbanyakan     lciptaan     litu.     

lPemegang     lhak     lcipta     ljuga     lberhak     lmemohon     lkepada     lpengadilan     lniaga     

lagar     lmemerintahkan     lpenyerahan      lseluruh     latau     lpameran     lkarya,     lyang     

lmerupakan     lhasil     lpelanggaran      lhak     lcipta     lsebelum     lmenjatuhkan     

lputusan     lakhir     ldan     luntuk     lmencegah     lkerugian     lyang     llebih     lbesar     lpada     

lpihak     lyang     lhaknya     ldilanggar.     lHakim      ldapat     lmemerintahkan     

lpelanggar     luntuk     lmenghentikan     lkegiatan     lpengumuman     ldan/atau     

lperbanyak     lciptaan     latau     lbarang     lyang     lmerupakan     lhasil     lpelanggaran     

lhak     lcipta.     lUntuk     lpenyelesaian     lsengketa     lmelalui     lPengadilan,     ltata     

lcara     lgugatan     ltelah     ldiatur     ldalam     lpada     lPasal     l100-101     lUndang-

Undang     lHak     lCipta     l2014     lsebagai     lberikut.34 

Pasal 100 : 

1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua 

Pengadilan Niaga. 

                                                           
33     lAbdul     lAtsar,     lMengenal     lLebih     lDekat     lHukum     lHak     lKekayaan     lIntelektual,     

lDeepublish,     lYogyakarta,     l2018,     lhlm.     l42. 

 

34     l“Risa     lAmrikasari’,     lMekanisme     lPenyelesaian     lSengketa     lKekayaan     lIntelektual,     

lhttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketa-

kekayaan-intelektual     ldiakses     ltanggal     l12     lNovember     l2022     lpkl.     l10.35 
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2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh 

panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan 

pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. 

3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang 

telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal 

pendaftaran. 

4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan 

gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling 

lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan 

didaftarkan. 

5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 

gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari 

sidang. 

6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh 

juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 

sejak gugatan didaftarkan. 

Pasal 101 : 

1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 

(sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. 

2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah 

Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 

(tiga puluh) Hari. 
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3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling 

lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan 

diucapkan. 

b. Tuntutan     lPidana 

Ketentuan     lpidana     lpelanggaran      lhak     lcipta     ldiatur     ldi     ldalam     lPasal      

l112-118     lUUHC.     lPengajuan     lgugatan     lperdata     ltetap     lbisa     ldilakukan     

lbersama     ltuntutan     lpidana.     lProses      lperdata     ltidak     lmenggugurkan      lhak     

lnegara     luntuk     lmelakukan     ltuntutan     lpidana     lsebelum     ldilakukan     lupaya     

lpidana,     lUUHC      lyang     lbaru     lmengaharuskan      ldilakukan     lupaya     lmediasi     

lterlebih     ldahulu     lsebelum     ltuntutan     lpidana     ldilakukan     l(Pasal     l95     layat     l4     

lUndang-Undang     lNo.     l28     lTahun     l2014).     lBerikut     lcontoh     lketentuan     

lPidana     lpada     lPasal     l113     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     

ltentang     lHak     lCipta.     l 

Setiap     lorang     lyang     ldengan     ltanpa     lhak     lmelakukan     lpelanggaran     lhak     

lekonomi     lsebagaimana     ldimaksud     ldalam     lPasal     l9     layat     l(1)     lhuruf     li     

luntuk     lpenggunaan     lsecara     lkomersial     ldipidana     ldengan     lpidana     lpenjara     

lpaling     llama     l1     l(Satu)     ltahun     ldan/atau     lpidana     ldenda     lpaling     lbanyak     

lRp.100.000.000,00     l(Seratus     ljuta     lrupiah).     lSetiap     lorang     lyang     ldengan     

ltanpa     lhak     lmelakukan     lpelanggaran     lhak     lekonomi     lsebagaimana     

ldimaksud     ldalam     lPasal     l9     layat     l(1)     lhuruf     lc,     lhuruf     ld,     lhuruf     lf,     ldan/atau     
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luntuk     lpenggunaan     lsecara     lkomersial     ldipidana     ldengan     lpidana     lpenjara     

lpaling     llama     l3     l(Tiga)     ltahun     ldan/atau     lpidana     ldenda     lpaling     lbanyak     

lRp.500.000.000,00     l(Lima     lratus     ljuta     lrupiah).     lSetiap     lorang     lyang     

ldengan     ltanpa     lhak     ldan/atau     ltanpa     lizin     lPencipta     latau     lpemegang     lHak     

lCipta     lmelakukan     lpelanggaran     lhak     lekonomi     lsebagaimana     ldimaksud     

ldalam     lPasal     l9     layat      l(1)     lhuruf     la,     lhuruf     lb,     lhuruf     le     ldan/atau     lhuruf     lg     

luntuk     lpenggunaan     lsecara     lkomersial     ldipidana     ldengan     lpidana     lpenjara     

lpaling     llama     l4     l(Empat)     ltahun     ldan/atau     lpidana     ldenda     lpaling     lbanyak     

lRp.1.000.000.000,00     l(Satu     lmiliar     lrupiah).     lSetiap     lorang     lyang     

lmemenuhi     lunsur     lsebagaimana     lyang     ldimaksud     lpada     layat      l(3)     lyang     

ldilakukan     ldalam     lbentuk     lpembajakan,     ldipidana     ldengan     lpidana     

lpenjara     lpaling     llama     l10     l(Sepuluh)     ltahun     ldan/atau     lpidana     ldenda     

lpaling     lbanyak     lRp.4.000.000.000,00     l(Empat     lmiliar     lrupiah).     lDi     

lsamping     lsanksi-sanksi     lyang     ltelah     ldisebutkan     ldi     latas     lyang     ltelah     

ldiubah,     lperubahan     llain     lyang     ldibilang     lmendasar,     ladalah     ltindak     

lpidana     lsebagaimana     ldimaksud     ldalam     lPasal     l120     lUndang-Undang     

lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     lHak     lCipta     ltindak     lpidana     

lsebagaimana     ldimaksud     ldalam     lundang-undang     lini     lmerupakan     ldelik     

laduan.     lItu     lartinya     ltidak     ldapat     lditutut     lkecuali     latas     lpengaduan     ldari     

lpemegang     lHak     lCipta. 

2. Penyelesaian     lSengketa     lMelalui     lNon     lLitigasi 

Sengketa     latau     lbeda     lpendapat     lperdata     ldapat     ldiselesaikan     loleh     lpara     lpihak     

lmelalui     lalternatif     lpenyelesaian     lsengketa     lyang     ldidasarkan     lpada     litikad     lbaik     
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ldengan     lmengesampingkan     lpenyelesaian     lsecara     llitigasi     ldi     lPengadilan      

lNegeri.     lPasal     l95     layat     l(1)     lUndang-Undang     lNomor     l28     lTahun     l2014     ltentang     

lHak     lCipta,     lmengatur     lbahwa     lpenyelesaian     lsengketa     lHak     lCipta     ldapat     

ldilakukan     lmelalui     lalternatif     lpenyelesaian     lsengketa,     larbitrase     ldan     

lpenyelesaian     lalternatif     llainnya.     lBerikut     ljenis-jenis     lpenyelesaian     lsengketa     

lnon     llitigasi:     l 

a. Negoisasi     l 

Negosiasi     lsebagai     lsarana     lbagi     lpara     lpihak     lyang     lbersengketa     luntuk     

lpenyelesaiannya     ltanpa     lketerlibatan     lpihak     lketiga     lsebagai     lpenengah,     

lsehingga     ltidak     lada     lprosedur     lbaku,     lakan     ltetapi     lprosedur     ldan     

lmekanismenya     ldiserahkan     lkepada     lkesepakatan     lpara     lpihak     lyang     

lbersengketa     ltersebut.     lPenyelesaian     lsengketa     lsepenuhnya     ldikontrol     

loleh     lpara     lpihak,     lsifatnya     linformal,     lyang     ldibahas     ladalah     lberbagai      

laspek,     ltidak     lhanya     lpersoalan     lhukum     lsaja.35 

a. Mediasi     l 

Mediasi     lmerupakan     lproses     lnegosiasi     lpemecahan     lmasalah,     ldimana     

lpihak     lluar     lyang     ltidak     lmemihak     l(impartial)     lbekerjasama     ldengan     

lpihak     lyang     lbersengketa     luntuk     lmencari     lkesepakatan     lbersama.     

lMediator     ltidak     lberwenang     luntuk     lmemutus     lsengketa,     ltetapi     lhanya     

                                                           
35     lMuryati,     lDewi     lTuti,     ldan     lB.     lRini     lHeryanti,     l2011,     lPengaturan     ldan     

lMekanisme     lPenyelesaian     lSengketa     lNonlitigasi     ldi     lBidang     lPerdagangan,     lJurnal     

lDinamika     lSosbud,     lVol.     l3,     lNo.     l1,     lhlm.     l56. 
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lmembantu     lpara     lpihak     luntuk     lmenyelesaikan     lpersoalan-persoalan     

lyang     ldikuasakan     lkepadanya.36 

b. Konsiliasi     l 

Konsiliasi     lpada     lpraktiknya     lhampir     lsama     ldengan     lmediasi,     lyang     

lmembedakan     ladalah     lkewenangan      ldari     lpihak     lketiga     lyang     lmenengahi      

lsengketa     ltersebut.     lPihak     lketiga     ltersebut     ladalah     lKonsiliator.     lPada     

lmediasi,     lpihak     lketiga     lyang     lmenengahi     lsengketa     ltidak     lmemiliki     

lkewenangan     luntuk     lmemaksa     lpara     lpihak     lmematuhi     lkeputusan     lyang     

ldiambil.     lSedangkan,     lpada     lkonsiliasi,     lpihak     lketiga     lyang     lmenengahi     

lsengketa     ltersebut     lmemiliki     lkewenangan     luntuk     lmemaksa     lpara     lpihak     

luntuk     lmematuhi     lkeputusan     lyang     ldiambil.37 

c. Arbitrase     l 

Arbitrase     ldiatur     ldalam     lUndang-Undang     lNomor     l30     lTahun     l1999     

ltentang     lArbitrase     ldan     lAlternatif     lPenyelesaian     lSengketa.     

lBerdasarkan      lPasal     l1     langka     l(1)     lUndang-Undang     lNomor     l30     lTahun     

l1999     ltentang     lArbitrase     ldan     lAlternatif     lPenyelesaian     lSengketa,     

larbitrase     ladalah     lcara     lpenyelesaian     lsuatu     lsengketa     lperdata     ldi     lluar     

lperadilan     lumum     lyang     ldidasarkan     lpada     lperjanjian     larbitrase     lyang     

ldibuat     lsecara     ltertulis     loleh     lpara     lpihak     lyang     lbersengketa.     l 

                                                           
36     lKhotibul     lUmam,     lPenyelesaian     lSengketa     ldiluar     lPengadilan,     lPustaka     lYustisia,     

lYogyakarta,     l2010,     lhlm.     l10. 
37     lMunir     lFuady,     lArbitrase     lNasional     lAlternatif     lPenyelesaian     lSengketa     lBisnis,     lPT     

lCitra     lAditya     lBakti,     lBandung,     l2000,     lhlm.     l47-48. 
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Penyelesaian     lsengeketa     lfotografi     lyang     lsering     ldigunakan     lyaitu     lmelalui     

lnon     llitigasi     lyang     ldimana     lmayoritas     lkasus     lfotografi     lberakhir     ldamai.     lSesuai      

ldari     lpengalaman      lpenulis     ljika     lada     lkarya     lfoto     ldicuri     lmaka     lseseorang     lyang     

lmencuri     lfoto     lakan     llangsung     ldihubungin     loleh     lpencipta     lfoto     ltersebut      luntuk     

lmenghapus     lunggahan     lkarya     lfoto     lmiliknya,     lhal     lini     lmungkin     lhanya     lterjadi     

lkesalah     lpahaman     lkarna     ldunia     lmaya     lsangatlah     lluas     ldan     ltidak     lada     lketerangan     

ldalam     lfoto     lsiapa     lpencipta     lkarya     lfoto     ltersebut.     lJika     lsampai     lterjadi     lpencurian     

lfoto     luntuk     lkepentingan     lkomersial     lmaka     lakan     ldilakukan     lproses      lmediasi     

ldalam     lproses     lini     lsemua     ltergantung     loleh     lpencipta     lkarya.     lDalam     lproses     

lmediasi     lpencipta     lboleh     lmengambil     lsemua     lkeuntungan     lataupun     lmengambil     

lsebagian     lkeuntungan     lsesuai     ldari     lnegosiasi     lantara     lkedua     lbelah     lpihak     lkarena     

lkarya     ltersebut     lseutuhnya     lmilih     lpencipta     lkarya     lsesuai     ldalam     lhak     lekonomi.     l 

Pencurian     lfoto     ljuga     lbisa     ldilakukan     ldalam     lperlombaan     lfoto,     lyang     

ldimana     lseseorang     lmencuri     lsebuah     lkarya     lfotografer     ldan     lkarya     ltersebut      

luntuk     ldiikutkan     ldalam     lsebuah     lperlombaan     lfoto.     lJika     lfoto     ltersebut     lmenjadi     

ljuara     ldan     lpencipta     lkarya     ltersebut     lmengetahuinya     llalu     lmengirimkan     lbukti     

lbahwa     lkarya     ltersebut     lmiliknya     lmaka     lbisa     ldikenai     ldiskualifikasi.     lAda     lpula     

lyang     lterjadi     lsetelah     lpengumuman     lberlangsung,     lpencipta     lkarya     lbaru     

lmengetahui     llalu     lmelaporkan     lkepanitia     lpelaksana     llomba     lmaka     luang     

lkejuaraan     lakan     lditarik     lkembali     loleh     lpanitia     lpelaksana     llomba. 

Untuk     lmelakukan     lgugatan     lseorang     lpencipta     lmenunjukan     lbukti     lfoto     

lbisa     ldilihat     ldari     lfile     lasli     lsebelum     ldiedit,     lukuran     lkarya     lfoto,     ltanggal      

lpembuatan     lkarya     lfoto,     lalat     lyang     ldigunakan     lsesuai     ldengan     lyang     lada     
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ldideskripsi lfoto dan menunjukan tanda seperti logo kecil ataupun copyright.     

lBerikut     lcontoh     lbukti     lkeaslian     lfoto     l: 

1. File asli sebelum diedit dan sudah diedit 

a. File asli 

 

b. File yang sudah diedit 

 

2. Di lihat dari rincian sebuah karya foto 

Detail     lrincian     lini     lbisa     ldilihat     lmelalui     llaptop     ldengan     lmembuka     lfile     

lexplorer     lselanjutnya     lmecari     lfoto     lyang     lakan     ldilihat     lrinciannya     lsetelah     

lsudah     lmenemukan     lfoto     lyang     ldicari     llalu     lfoto     ltersebut     ldi     lklik     lkanan     
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lkemudian     lpilih     lproperti     ljika     lsudah     lklik     lbagian     lrincian     lmaka     lakan     

lmemberikan     linformasi     ltentang     lukuran     lkarya     lfoto,     ltanggal     lpembuatan     

lkarya     lfoto,     ldan     lalat     lyang     ldigunakan. 

 

Dari     lsini     lbisa     ldilihat     lbahwa     lkarya     lfotografi     ltanpa     ldidaftarkan     ltetap     lmemiliki     

lperlindungan     ldan     lbisa     lmelakukan     lgugatan     lsesuai     ldengan     lPasal     l40     lUndang-

undang     lNo     l28     ltahun     l2014.     lSesuai     ldengan     lundang-undang     lNo     l28     lTahun     l2014     

lhak     lcipta     ldibagi     lmenjadi     l2     lyaitu     lhak     lmoral     ldan     lhak     lekonomi.     lHak     lmoral     lyang     

ltercantum     lpada     lpasal     l5     lundang-undang     lNo     l28     lTahun     l2014     lhak     lmoral     lmemiliki     

lperlindungan     lyang     lberlaku     lselama     lpencipta     lmasih     lhidup,     lsedangkan     luntuk     

lHak     lekonomi     lyang     ltercantum     lpada     lpasal      l59     lUndang-Undang     lNo     l28     lTahun     

l2014     lhak     lekonomi     lmemiliki     lperlindungan     lselama     l50     ltahun     lsejak     lpertama     lkali     

ldilakukan     lpengumuman. 

 

 

 



56 
 

Bab IV 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan     lhasil     lpembahasan     lyang     lsudah     lsaya     ljabarkan     ldi     latas,     lmaka     

lpenulis     ldapat     lmenarik     lkesimpulan     lsebagai     lberikut     l: 

a. Hak     lmoral     lsangatlah     lpenting     luntuk     ldiperhatikan     lsebab     lhak     lmoral     lsama     

lsaja     lartinya     lmenghargai      lsebuah     lciptaan     lseorang     lfotografer.     lBukan     

lhanya     lhak     lmoral     lsaja     lyang     lperlu     ldiperhatikan     ltetapi     lhak     lekonomi     ljuga     

lperlu     ldiperhatikan     lsebab     lhak     lekonomi     lsangatlah     lmerugikan     lseorang     

lfotografer,     ldikarenakan     lsebuah     lkarya     lfotografer     lyang     ldiambil     loleh     

lorang     lataupun     lkelompok     ltidak     ldikenal     ldan     ldijadikan     lsebagai     lbahan     

lpromosi     litu     ljuga     lsangat     lmerugikan.     lHal     lini     lsudah     ltertulis     ldalam     

lUndang-Undang     lNomor     l24     lTahun     l2014     ltentang     lHak     lCipta     lmenjelaskan     

lbahwa     lpencipta     lmempunyai     lhak     leksklusif     lyaitu     lhak     lmoral     ldan     lhak     

lekonomi.     lPada     lpasal     l5     lmengatur     lbahwa     lhak     lmoral     lmelekat     lkepada     

lpencipta     luntuk     lmempertahankan     lhak     lpencipta     lyang     lberlaku     lseumur     

lhidup.     lPada     lpasal     l9     lmengatur     lbahwa,     lpencipta     lmemiliki     lhak     lekonomi      

lyaitu     lsetiap     lorang     lwajib     lmendapatkan     lizin     lpencipta     luntuk     lmelakukan     

lpenggunaan     lkomersial     lperlindungan     lini     lberlaku     lselama     l50     ltahun. 

b. Penyelesaian      lsengketa     lpermasalahan     lkarya     lfotografi     llebih     lbanyak     

lmenggunakan     lnon     llitigasi.     lHal     lini     ldi     lsebabkan     lkarena     lsebuah     lbentuk     

lkesadaran     lbahwa     lseseorang     lyang     ltelah     lmencuri     lsebuah     lfoto     ltidak     lingin     

lmasalahnya     ldiperpanjang     lsampai     lke     ljalur     lhukum     lmaka     ldari     litu     
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lseseorang     lyang     ltelah     lmencuri     lkarya     lfotografi     lpasti     lakan     lmemilih     ljalur     

lnon     llitigasi     ldengan     ldibicarakan      lsecara     lbaik-baik     ldan     lmengambil     ljalan     

ltengah     luntuk     lmenyelesaikan     lmasalah. 

B. Saran  

Adapun     lsaran     lyang     ldapat     lpenulis     lsampaikan     lsehubungan     ldengan     

lpenulisan     lskripsi     lini     ladalah:     l 

1. Diharapkan     luntuk     lpara     lfotografer     lyang     lhendak     lmengupload     lsebuah     

lkarya     ldimedia     lsosial     llebih     lbaik     lmemberikan     lcopyright     lpencipta     

ldidalam     lfotonya     lagar     lfoto     ltidak     ldicuri     ldan     ldisalah     lgunakan 

2. Diharapkan     luntuk     lpengguna     lmedia     lsosial     ljika     lingin     lmengambil      

lsebuah     lfoto     ldilihat     ldulu     lsumber     lfoto     ltersebut,     lalangkah      llebih     lbaik      

ljika     lmengambil     lfoto     lcantumkan     ljuga     lsumber     lfoto     latau     lpun     lpencipta     

lsebuah     lfoto     ltersebut. 

3. Perlu     ldiadakan     lpemberitahuan     lsecara     lmasif     ldari     lDitjen     lHKI     lterkait      

lhak     lcipta     lkarya     lfotografi     lkepada     lmasyarakat     ldan     lmedia     lonline,     

lkarena     lmasalah     lhak     lcipta     lsangat      lrentan     lterjadi     lpelanggaran      ldi     

lmasyarakat.      lPara     lpelaku     lataupun     lmedia     lonline     lyang     lingin     

lmenggunakan     lkarya     lfotografi     lseseorang     lhendaknya     lmeminta     lizin     

ldari     lpencipta     lataupun     lahli     lwaris     ldari     lpencipta     lkarya     lfotografi     ldan     

ljika     lkarya     ltersebut     ldigunakan     luntuk     lkomersial,     lhak     lekonomi     ldan     

lhak     lmoral     lnya     lharus     ldibicarakan     lterdahulu     ldengan     lpencipta     lkarya      

lfotografi     lsehingga     lnantinya     ldapat     lmeminimalisir     lpermasalahan      

lyang     lberkemungkinan     lakan     ltimbul     ldikemudian     lhari. 
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